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RINGKASAN

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia didirikan oleh tiga perusahaan besar
vaitu PT Dharmala Sakti Sejahtera, Manulife Canada Company dan International
Finance Corporation. Komposisi saham yang dimiliki adalah 51 persen saham
dimiliki oleh Manulife Canada Company, 40 persen saham dimiliki oleh
Dharmala Sakti Sejahtera dan sisanya sebesar 9 persen saham dimiliki oleh
[nternational Finance Corporation.

Pada tanggal 15 Februari 2000 PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
mengadakan rapat umum pemegang saham. RUPS tersebut menghasilkan
keputusan bahwa dividen untuk tahun buku 1999 tidak dibagikan, Alasannya
adalah untuk meningkatkan solvabilitas perusahan, schingga diharapkan PT.
Asuransi Jiwa Manulife Indonesia di masa yang akan datang mampu
memenangkan persaingan bisnis asuransi yang semakin ketat.

Keputusan RUPS tersebut dianggap merugikan pthak Dharmala Sakt
Sejahtera selaku pinak yang menginginkan dividen untuk tahun buku 1999
dibagikanDi samping itu RUPS tersebut tidak memenuhi quorum karena
pemegang saham yang hadir kurang dari 65% (Dharmala Saktn Sejahtera tidak
hadir). Sementara itu isi dari keputusan RUPS tersebut juga bertentangan dengan
pasal 10 Perjanjian Usaha Patungan yang dibuat oleh pemegang saham PT.
Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang menyatakan bahwa apabila perusahaan
memperoleh laba yang melebihi Rp 100.000.000,00 maka pemegang saham sudah
berhak mendapatkan dividen. Sedangkan untuk tahun buku 1999 PT. Asuransi
Jiwa Manulife Indonesia memperoleh laba sebesar Rp.186.300.000.000,00

Permasalghan dalam skripsi ini adalah tentang mekanisme pengambilan
keputusan dalam rapat umum pemegang saham, status hukum keputusan rapat
umum pemegang saham PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang tidak
membagikan dividen tahun buku 1999 dan akibat hukum dan keputusan rapat
umum pemegang saham PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang  tidak
membagikan dividen tahun buku 1999,

X
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Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah untuk memenuhi |
persyaratan dan kepentingan akademik yang diwajibkan dalam mencapai gelar ‘
sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Jember, untuk mengembangkan .
pengetahuan yang didapat d! bangku kuliah dengan prakiek yang ada sehingga |
dapat memperluas wawasan,ingin menyumbangkan karya tulis 1m kepada |
alamamater sehingga dapat menambah koleksi kepustakaan dan dapal berguna :
serta digunakan sebagaimana mestinya. Sedangkan tujuan khusus yang ingin 'I
dicapai adalah untuk mengkaji dan menganalisa ketiga permasalahan tersebut.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah  yuridis normatif Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data
sekunder Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur,

Sedangkan metode analisa data yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif
kualitatit sedangkan pengambilan kesimpulan menggunakan metode deduktif

Mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat umum pemegang saham
dapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, suara terbanyak (voting)
dan keputusan dengan cara lain dari rapat, Sedangkan status hukum keputusan
rapat umum pemegang saham PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang tidak
membagikan dividen tahun buku 1999, di selenggarkan pada tanggal 15 Februar
2000 adalah tidak sah. Hal ini disebabkan keputusan rapat umum pemegang
saham tersebut diambil dari rapat umum pemegang saham yang tidak quorum.
Sementara itu, isi dari keputusan rapat umum pemegang saham tersebut juga
bertentangan dengan pasal 10 Perjanjian Usaha Patungan (joint venture) yang
telah dibuat oleh para pemegang saham PT Asuransi Jiwa Manulife
Indonesia.Sementara itu akibat hukum dari keputusan rapat umum pemegang
saham PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang tidak sah adalah keputusan
tersebut harus dibatalkan.

Saran yang dapat disumbangkan adalah keputusan RUPS sebaiknya
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat Pemepang saham mayoritas
seharusnya memperhatikan aspirasi pemegang saham minoritas. Penyelenggaraan l
Tapat umum pemegang saham seharusnya mengikuti ketentuan-ketentuan yang
berlaku dalam perundang-undangan Sedangkan sengketa yang legadi dalam

perseroan sebatknya diselesaikan dengan cara damai.

| i -
|———ﬁ
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1.1 Latar Belakang

Kehidupan manusia yang senantiasa dihadapkan oleh berbagai resiko dan
kemungkinan terjadinya malapetaka, dalam perspekuf enterprencur dianggap
sebagai peluang bisnis yang prospektil’ dan potensial. Peluang bisnis tersebut
salah satunya diwujudkan melalui perusahaan asuransi. Dengan menanggung
resiko yang mungkin dihadapi seseorang , perusahaan asuransi akan mendapatkan
pembayaran premi dan para nasabahnya. Dengan demikian tanpa bersusah payah
perusahaan dapat mengumpulkan dana dan masyarakat dan kemudian mengelola
dana tersebut secara bertanggung jawab

Nilai strategis dan prospektif bisnis asuransi mampu menarik investor baik
domestik maupun asing untuk mendirikan perusahaan asuransi. Kehadiran
investor asing dalam peta bisnis asuransi di Indonesia merupakan sesuatu yang
wajar dalam era globalisasi. D1 era globalisasi kebutuhan perusahaan untuk
melakukan ekspansi pasar semakin memingkat. Hal imt menuntut keterbukaan
negara-negara i duma, termasuk Indonesia  agar dapat menenma kehadiran
INVESLor asing.

Era globalisasi menyebabkan pula globalisasi investasi. Implikasi dan
kondisi tersebut adalah semakin banyak berdin perusahaan asuransi di Indonesia,
Hal imi memben kontribusi positif bagi pembangunan, terutama pembangunan di
bidang ekonomi karena semakin banyak lapangan pekenaan yang tersedia

Salah satu perusahaan asuransi yang ada di Indonesia adalah PT. Asuransi
Jiwa Manulife Indonesia. PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia didirikan oleh
tiga perusahaan besar, yaitu PT. Dharmala Sakt Sejahtera, Manulife Canada
Company dan International Finance Corporanon. Mereka adalah para pemegang
saham P71, Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Komposisi dan saham yang
dimiliki adalah 51 persen saham dimiliki oleh Manulife Canada Company, 40
pesen oleh Dharmala Sakti Sejahtera dan sisanya 9 persen dimiliki oleh

International Finance Corporation (Business Law, 2002:16).
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PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia merupakan salah satu badan hukum
yang berbentuk perseroan terbatas. Undang-undang yang secara spesifik mengatur
tentang Perseroan Terbatas adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang
Perseroan Terbatas.Definisi perseroan terbatas menurut pasal 1 butir 1 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas adalah

Perseroan terbatas vyang selanjutnya disebut perseroan adalah badan
hukum yang didinkan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha
dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi
persyaratan vyang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan
pelaksanaannya.

Definisi tersebut menyatakan secara jelas bahwa perseroan terbatas

merupakan hadan hukum. Sebapai hadan hukum PT  Asuransi Jiwa Manulife
Indonesia dapat dibehankan hak dan kewajiban seperti halnva manusia Dengan
demikian persernan terbatas mempunyai tanggung jawab vuridis terhadap segala
keglatannya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas juga
mengatur tentang penggunaan laba perseroan. Laba perseroan di samping
digunakan untuk dana cadangan juga dapat diberikan kepada pemegang saham
sebagal dividen. Dividen merupakan hak para pemegang saham, karena melalui
dividen pemegang saham daoat memperoleh keuntungun. Nominal dividen yang
dibagikan kepuda pemegang saham tidak sama. Besarnya dividen yang dibagikan
kepada pemegany saham sesuai dengan kompusisi saham yang dimiliki oleh para
pemegang saham.

Penggunaan laba perusahaan baik untuk cadangan dividen atanpun
lainnya ditentukan melalui rapat umum pemegang saham Rapat umum pemegang
saham sebagai organ tertinggi dalam perusahaan berwenang mengambhil suatu
keputusan yang herkaitan dengan dividen perusahaan Namun demikian keputusan
rapat umum pemegang saham yang menvangkut pembagian dividen hamis jnga
memperhatikan peraturan lain vane berkaitan dengan persernan terhatas seperti
angggaran dasar persernan serta perjanjian-perjanjian vang pernah dibuat oleh |

pthak-pihak dalam perseroan.

My ot s e o o at o R
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Kewenangan sangat luas yang dimiliki oleh rapat umum pemegang saham
apabila dianalisis lebih jauh temyata mengandung kelemahan yang cukup
besar Kelemahan tersebut dapat dilihat dalam konteks kurangnya perlindungan
terhadap kepentingan dan aspirasi pemegang saham minoritas. Meskipun Undang-
Undang Nomor | Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas memberikan
perlindungan terhadap hak pemegang saham minoritas, sebagaimana dinyatakan
dalam pasal 54 ayat 2 bahwa,

Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan
ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang
dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan
RUPS, direksi atau komisaris.

Namun dalam kenyataannya pemegang saham minoritas seringkali dirugikan
dalam pengambilan keputusan di setiap rapat umum pemegang saham, karena
selalu kalah suara nleh pemegang saham mayoritas Dengan demikian aspirasi
pemegang saham minoritas kurang diperhatikan

Akibatnya, keputusan rapat umum pemegang saham seringkali menjadi
pemicu konflik dalam tubuh perseroan.Hal ini disebabkan keputusan yang diambi
dalam rapat umum pemegang saham kurang bijaksana sehingga masalah yang
scharusnya memerlukan pembahasan secara jernih dan mendalam harus diambil
suatu keputusan hanya karena memenuhi tuntutan suara mayoritas peserta rapat
yang sudah menyetujuinya. Sementara aspirasi minoritas seringkali diabaikan dan
tidak ditanggapi secara serius.

Kondisi di atas dapat menjadi stimulus bagi timbulnya sengketa antar
pemegang saham. Sengketa yang timbul dalam perseroan lebih banyak
menimbulkan dampak negatif daripada dampak positif. Sengketa merupakan salah
satu faktor penghambat realisasi dari prediksi-prediksi bisnis. Di samping itu
sengketa juga dapat menghadirkan risiko-risiko merugikan yang tidak
dikehendaki. Lebih dari itu sengketa dapat pula mereduksi profit dan bonaviditas
perusahaan,

Hal iniiah yang terjadi dalam salah satu rapat umum pemegang saham PT.
Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang memutuskan bahwa dividen tahun buku

1999 tidak dibagikan. Keputnsan tersebut dianggap merugikan pihak Dharmala

X
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Sakti Sejahtera selaku pemegang 40 persen saham PT. Asuransi Jiwa Manulife
Indonesia. Dharmala Sakti Sejahtera menginginkan dividen tahun buku 1999 di
bagikan mengingat pada tahun 1999 PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
memperoleh laba sebesar Rp.186.300.000,000,00, Alasan lainnya bahwa dividen
adalah huk pemegang saham. Masalah pembagian laba menurut Dharmala Sakt
Sejahtera sudah diatur dalam perjanjian usaha patungan (joint verdture) yang telah
dibuat dan disepakati oleh para pemegang saham.
Pasal 10 Perjanjian Usaha Patungan tersebut menyatakan bahwa:

Sejauh perusahaan memperoleh laba dan telah mendapatkan suatu surplus
untuk dibagikan kepada para pemegang saham untuk tahun pembukuan
perusahaan vyang manapun ($ebagaimana dapat terlihat dan laporan
keuangan yang telah diaudit sehubungan dengan tahun pembukuan yang
bersangkutan) semua pihak akan mengatur agar perusahaan membayar
dividen sedikit-dikitnya sama dengan 30% dan jumlah surplus yang
melebihi Rp 100.000.000,00 secepat mungkin dianggap praktis setelah
laporan demikian dibuat ( Dalam Business Law, Agustus 2002).
Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh
tentang konflik yang terjadi di PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan
mencoba menganalisa dalam bentuk skripsi . Karena itulah penulis memberi judul
skripsi ini sebagai berikut “ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. ASURANSI JIWA MANULIFE

INDONESIA YANG TIDAK MEMBAGIKAN DIVIDEN",

1.2 Rumusan Masalah
Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah
sebagal berikut
a. Bagaimanakah mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat umum
pemegang saham?
b. Bagaimanakah status hukum keputusan rapat umum pemegang saham PT.

Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang tidak membagikan dividen tahun buku
1999 7
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C.

Bagaimanakah akibat hukum dan keputusan rapat umum pemegang saham PT.
Asuransi Jiwa Manulife Indonesia vyang  tidak membagikan  dividen
tahun buku 1999 ?

1.3Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi im dibedakan menjadi tujuan yang bersifat umum

dan tujuan vang bersifat khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah merupakan tujuan yang bersifat

akademis, yaitu :

.

untuk memenuhi persyaratan dan kepentingan akademik vang diwajibkan
dalam mencapai gelar sanana hukum di fakultas hukum Universitas Jember;
untuk mengembangkan pengetahuan yang didapat di bangku kuliah dengan
praktek yang ada sehingga dapat memperluas wawasan;

ingin menyumbangkan karya tulis ini kepada alamamater sehingga dapat
menambah  koleksi kepustakaan dan dapat berguna serta digunakan

sebagaimana mestinya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini yaitu :

a. untubh mengkaj dan menganalisa mekanisme penpgambilan keputusan dalam

rapat umum pemegang saham PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia

untuk mengkaji dan menganalisa status hukum keputusan rapal umum
pemegang saham PT.  Asuransi Jiwa Manulife vang tidak membagikan
dividen tahun buku 19997

. untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum dari keputusan rapat umum

pemegang saham PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang tidak
membagikan dividen tahun buku 1999
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1.4 Metodologi

Metodologi adalah cara yang digunakan dalam memahami dan mengkap
serta menganalisis permasalahan sehingga diperoleh pengertian  vang
komprehensif' (utuh menyeluruh). Metodologi pada hakikatnya memberikan
pedoman tentang cara ilmuan mempelajan, menganalisis dan memahami
lingkungan yang dihadapi. (Soerjone Sockanto, 1984:6). Metodologi vang

digunakan dalam sknipsi im adalah sebagai berikut :

1.4.1 Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah vang digunakan dalam penulisan skripsi i

adalah metode yuridis normatif. Menurut Soemitro (1990:9) Metode yuridis
normatif yartu suatu pendekatan masalah vang dilakukan dengan mengkaji
peraturan perundang-undangan,teori hukum dan yunsprudensi yang berhubungan

dengan permasalahan yang dibahas, )

1.4.2 Sumber data
Sumber data merupakan uraian tentang asal diperolehnya data
penelitian.Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data
sekunder. Data sckunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan
cara mengadakan studi kepustakaan baik melalui buku-buku atau literatur,
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang ada serta
pendapat para ahli dan sarjana. Menurut Widyaprakosa er.a/ (1998:18) data
sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung baik berupa dokumen
maupun informasi lain,
Sumber data yang digunakan dalam penulisan hukum normatif adalah data
sekunder. Data sekunder terdiri dan :
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer dalam skripst ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun
1995 Tentang Perseroaan Terbatas
b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum seckunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya
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dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa karya
ilimiah, skripsi, tesis, desertasi dan pendapat para sarjana yang relevan dengan
permasalahan dalam skripsi ini.

¢. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier vaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu ensiklopedi dan kamus

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data vang digunakan dalam penulisan skripsi mi
adalah studi literatur, Metode studi literatur yaitu pengumpulan data yang
dilakukan melalui studi kepustakaan dengan membaca atau mempelajarn buku-
buku umum, peraturan perundangan atau tulisan yang vang dapat diyjadikan
landasan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. (Soerjono Soekanto,
1984:14).

1.4.4 Analisa data

Metode analisa data yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode
analisis deskrniptif’ kualitatif Metode analisis deskriptif kualitatif adalah suatu
metode yang tidak didasarkan pada angka-angka melainkan didasarkan atas suatu
peraturan perundang-undangan yang berlaku vang berkaitan dengan permasalahan
vang akan dibahas. Sedangkan dalam pengambilan kesimpulan penulis
mengeunakan metode deduktif, vaitu metode berfikir yang dimulai dari suatu

pembahasan vang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus.
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2.1 Fakta

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia didirikan oleh tiga perusahaan besar
vaitu PT Dharmala Sakti Sejahtera, Manulife Canada Company dan International
Finance Corporation. Komposisi dari masing-masing saham yang dimmliki adalah
51 persen saham dimiliki oleh Manulife Canada Company, 40 persen saham
dimiliki oleh Dharmala Sakti Sejahtera dan sisanya sebesar 9 persen saham
dimiliki oleh International Finance Corporation.

Para pemegang saham akan mendapatkan keuntungan melalui deviden

Pembagian deviden ditentukan melalui rapat umum pemegang saham. Pada

tanggal 15 Februan 2000 PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia mengadakan
rapat umum pemegang saham. Salah satu agenda dari rapat umum pemegang
saham PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tersebut adalah membahas masalah
dividen perusahaan untuk tahun buku 1999, Rapat umum pemegang saham
tersebut menghasilkan keputusan bahwa dividen untuk tahun buku 1999 tidak
dibagikan. Alasannya adalah untuk meningkatkan solvabilitas perusahan,
sehingga diharapkan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia di masa vang akan
datang mampu memenangkan persaingan bismis asuransi yang semakin ketat.

Keputusan rapat umum pemegang saham tersebul dianggap telah
merugikan pithak Dharmala Sakti Sejahtera, Dharmala Sakti Sejahtera memandang
bahwa dividen untuk tahun buku 1999 harus dibagikan. Tuntutan Dharmala Sakti
Sejahtera didasarkan atas laporan keuangan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
vang sudah diaudit oleh akuntan publik Emst dan Young. Dalam laporan
keuangan tersebut disebutkan bahwa pada tahun 1999 PT. Asuransi Jiwa Manulife
Indonesia mampu memperoleh laba sebesar Rp.186.300.000.000.00 (dalam
Business Law, 2002:22). Angka tersebut jauh melebihi batas minimum tentang
pembagian laba yang tercantum dalam perjanjian usaha patungan(foint venture)
vang telah dibuat dan disepakati oleh para pemegang saham.

Pasal 10 Perjanjian usaha patungan tersebut menyebutkan bahwa,

S e LBt oeds o i S R
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Sejauh perusahaan memperoleh laba dan telah mendapatkan suatu surplus
untuk dibagikan kepada para pemegang saham untuk tahun pembukuan
perusahaan yang manapun (sebagaimana dapat terlihat dari laporan
keuangan yang telah diaudit sehubungan dengan tahun pembukuan yang
bersangkutan) semua pihak akan mengatur agar perusahaan membayar
dividen sedikit-dikitnya sama dengan 30% dari jumlah surplus yang
melebihi Rp 100.000.000,00 secepat mungkin dianggap praktis setelah

laporan demikian dibuat.( Dalam Business Law, Agustus 2002)

Namun demikian alasan Dhramala Sakti Sejahtera tidak dapat ditenma
oleh PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. PT. Asuransi Jiwa Manulife
Indonesia letap pada pendiriannya bahwa berdasarkan rapat umum pemegang
saham PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia pada tanggal 15 Februari 2000 telah
memutuskan untuk tidak membagi dividen tahun buku 1999, Pada tanggal 6 Jum
2000 Dharmala Sakti Sejahtera divonis pailit oleh pengadilan negeri, namun
dividen saham Dharmala Sakti Sejahtera untuk tahun buku 1998 dan 1999 belum
juga dibagikan (dalam Tempo, 2002:127), Konflik antara Dharmala Sakti
Sejahtera dengan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia semakin tajam hingga
akhirmya Paul Sukran, kurator Dharmala Sakti Sejahtera mengajukan permohonan
pailit PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ke pengadilan niaga Jakarta. Melalu
Putusan Pengadilan Niaga No, 10/PAILIT/2002/PNNIAGA.JKT PS PT. Asuransi

Jiwa Manulife Indonesia dinyatakan pailit.

2.2 Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah :
a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
1) Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi
Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
2) Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi
Semua perjanjian yang dibuat sccara sah berlaku sebagai Undang -undang
bagi mercka yang membuatnya..
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
1) Pasal 1 butir 1 yang berbunyi

Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan
hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegatan usaha
dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

10

persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan
pelaksanaannya.

2} Pasal 1 butir 2 yang berbunyi
Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, dircksi dan
komisaris

3) Pasal | butir 3 yang berbunyi

Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disebut dengan RUPS
adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam
perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada
direksi atau komisaris.

4) Pasal 4 yang berbunyi
Terhadap perseroan berlaku undang-undang ini, anggaran dasar  perseroan,
dan peraturan perundang-undangan lainnya.

5} Pasal 56 yang berbunyi:

Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup, direkst
menyusun laporan tahunan untuk diajukan kepada RUPS, yang memuat
sekurang-kurangnya :

a perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang
baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang
bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut,

b. neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam salu grup,

disamping neraca dari masing-masing perseroan tersebut;

¢. laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah

dicapai

d. kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku

e. rincian masalah vang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi
kegiatan perseroan;

[ nama anggota direksi dan komisans; dan

¢ gaji dan tunjangan lain bagi anggota direksi dan komisaris

&) Pasal 61 yang berbunyi
Setiap tahun buku, perseroan wajib menyisihkan jumiah lerentu dari laba
untuk cadangan.

7) Pasal 62 ayat 2 yang berbunyi
Dalam hal RUPS tidak menentukan lainseluruh laba bersih setelah
dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61

ayat | dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen.
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&) Pasal 63 ayat 1 yang berbunyi
RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada direksi
atau komisaris dalam batas-batas vang ditentukan dalam undang-undang im
dan atau anggaran dasar

9) Pasal 63 ayat 2 yang berbunyi
RUPS berhak memperoleh keterangan vang berkaitan dengan kepentingan
perseroan dan direksi dan atau komisaris

10)Pasal 65 avat 2 yang berbunyi
RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun buku

I 1)Pasal 66 ayat | yang berbunyi
Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan perseroan
berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya

12)Pasal 68 ayat | yang berbunyi
Untuk menyelenggarakan RUPS direksi melakukan pemanggilan kepada
pemegang saham

13)Pasal 73 avat | yang berbunyi

RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang
mewakili lebth dan ' (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah, kecuali undang-undang ini dan atau anggaran
dasar menentukan lain

14) Pasal 73 avat 2 yang berbunyi
Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat | tdak tercapai,
diadakan pemanggilan RUPS kedua
15) Pasal 74 ayat 1 yang berbunyi
Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
16) Pasal 74 ayat 2 yang berbunyi

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
scbagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak dicapai, keputusan diambil
berdasarkan suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang dikeluarkan
secara sah, kecuali undang-undang ini dan atau anggaran dasar
menentukan bahwa keputusan harus diambil berdasarkan suara yang lebih
besar dari suara terbanyak biasa.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

I7) Pasal 78 avat | vang berbunyi
Dalam anggaran dasar perseroan dapat ditentukan bahwa keputusan RUPS
dapat diambil dengan cara lain dar rapat

18) Pasal 78 avat 2 yang berbuny

Dalam hal anggaran dasar mengatur ketentuan sebagaiman dimaksud
dalam ayat 1, keputusan dapat diambil apabila semua pemegang saham
dengan hak suara yang sah telah menyetujui secara tertulis baik mengenai
cara maupun keputusan yang diambil

19) Pasal 82 yang berbunyi
Direksi  bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk
kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam
maupun diluar pengadilan

20) Pasal 85 avat 3 yang berbunyi

Atas nama perseroan, pemegang saham vang mewakili paling sedikit 1/10
(satu persepuluh) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeni terhadap anggota
direks1 vang karcna kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian
pada perseroan.

21) Pasal 97 vang berbunyi
Komsans bertugas mengawas: kebijakan direksi dalam menjalankan
perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi

22) Pasal 98 ayat 2 yang berbunyi

Alas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10
(satu persepuluh) bagian dart jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap komisaris
yang yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada
perseroan

23) Pasal 110 ayat | yang berbunyi

Pemeriksaan tehadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk

mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa ;

a. perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan
pemegang saham atau pihak ketiga; atau

b. anggota direksi atau komisaris melakukan perbuatan melawan hukum
vang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga
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c. Anggaran Dasar PT. Asuransi Jiwa Manulife [ndonesia pasal 11 ayvat 3 yang

berbunyi

Direks1 berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang
segala hal yang berkaitan dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan
dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjatankan segala
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan |
ketentuan bahwa persetujuan lebih dahulu dan rapat umum pemegang i
saham/perseroan yang dihadiri dan disetujuioleh para pemegang saham
dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili sedikitnya 65% dari saham-
saham perseroan yang telah ditempatkan untuk dapat melaksanakan
tindakan berikut imi; (Huruf F) perubahan atau penggantian apapun terhadap
kebijakan umum perseroan dalam persoalan investasi.

d. Perjanjian Usaha Patungan Pemepang Saham PT. Asuransi Jiwa Manulife
Indonesia pasal 10 yang berbunyi

Sejauh perusahaan memperoleh laba dan telah mendapatkan suatu surplus
untuk dibagikan kepada para pemegang saham untuk tahun pembukuan
perusahaan yang manapun (sebagaimana dapat terlihat dan laporan
keuangan yang telah diaudit sehubungan dengan tahun pembukuan yang
bersangkutan) semua pihak akan mengatur agar perusahaan membayar
dividen sedikit-dikitnya sama dengan 30% dari jumlah surplus yang
melebihi Rp 100.000.000,00 secepat mungkin dianggap praktis setelah
laporan demikian dibuat

2.3 Landasan Teori
Landasan teori yang dipergunakan sebagai bahan komparasi terhadap

permasalahan di dalam penulisan skripsi ini adalah :

2.3.1 Pengertian Perseroan Terbatas
Pengertian tentang perseroan terbatas diatur dalam pasal 1 buur 1 Undang-
Undang Nomor | Tahun 1995 tentang Perseroaan Terbatas yang berbunyi

Perseroan terbatas vyang selanjutnya disebut perseroan adalah badan
hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha
dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan
pelaksanaannya.

B
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Berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor | tahun 1995 Tentang
Perseroan Terbatas tersebut suatu perseroan terbatas harus memenuhi unsur-unsur
sebagai berikut;
a.Badan hukum

Setiap perseroan adalah badan hukum, artinva badan yang memenuhi syarat

ketlmuan sebagai pendukung kewajiban dan hak, antara lain memiliki harta

kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan pendini atau pengurusnya.
b.Didirikan berdasarkan perjanjian

Setiap perseroan didirikan berdasarkan kontrak.. artinya harus ada dua orang

atau lebith pemegang saham, yang bersetuju mendirikan perseroan yang

dibuktikan secara tertulis tersusun dalam bentuk anggaran dasar, kemudian

dimuat dalam akta pendiriar yang dibuat dihadapan notaris. Ketentuan ini adalah
asas dalam pendinan perseroan

c.Melakukan kegiatan usaha
Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha yaitu kegiatan dalam bidang
ekonomi vang bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

d.Modal dasar
Setiap perseroan harus mempunyai modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam
saham. Modal dasar disebut juga modal statur, dalam bahasa inggris disebut
authorized capital. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan (Badan
hukum), yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan, atau
pemegang saham

¢.Memenuhi persyaratan undang-undang
Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan undang-undang perseroan dan
peraturan pelaksanaannya. Diantara syarat mutlak vang wajib dipenuhi oleh
pendiri perseroan adalah akta pendirian harus dibuat di hadapan notaris dan
harus memperoleh pengesahan dari menteni Kehakiman ( Pasal 7 ayat 6 Undang-
Undang Nomor | Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas).

2.3.2 Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham

Pengertian rapat umum pemegang saham terdapat dalam pasall butir 3
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Undang-undang Nomor | Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang '
berbunyi :

Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disebut dengan RUPS
adalah organ perseroan vang memegang kekuasaan tertingpi dalam
perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada
direks: atau komisaris.

2.3.3 Pengertian Saham

Istilah saham dalam bahasa inggns disebut dengan share, stock atau
capital stock. Pada umumnya saham dipahami sebagai sehelai surat keterangan
atau sertifikat yang mewakili suatu kepemilikan sebahagian dari suatu korporasi

atau perseroan dengan andil dan kepentingan menurut perbandingan dalam

keuntungan dan kekayaannya .
Namun demikian secara jelas pengertian saham dikemukakan oleh
beberapa sarjana berikut ini
a.Menurut C.S.T. Kansil (1995 : 42) Saham merupakan benda bergerak dan
memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya
b.Menurut John Sounders (1985:179) saham adalah
A Share is a right to a specified amount of the share capital of a company,
carrying with it certain rights and liabilities while the company is agoing
concern and its winding up.
¢.Menurut Harold s. Slean anc Amold J. Zurcher (1970:63) saham adalah
Capital stock is the permanenily invested of a corporation contributed by the
owners either at or subsequent 1o the time the corporation is organized.
d.Menurut Abdurrachman (1985:981) saham adalah suatu bagian atau proporsi
daripada sesuatu , seperti kepentingan menurut perbandingan dalam suatu badan

usaha.

2.3.4 Pengertian Dividen
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas tidak

memberikan pengertian tentang dividen secara jelas. Istilah dividen terdapat

P N N e o
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dalam pasal 62 ayat 2 Undang-undang Nomor | Tahun 1995 Tentang Perseroan
Terbatas yang menyatakan bahwa,

* Dalam hal RUPS tidak menentukan lam,seluruh laba bersih setelah dikurang
penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 avar |
dibagikan kepada pemegang saham sebagi dividen™.

Namun demikian penulis memandang perlu mengemukakan pengertian
dividen menurut pendapat para ahli. Pengertian dividen menurut beberapa ahli
adalah sebagai beikut:

a Menurut Al.Haryono Jusup, ( 1999: 319) dividen adalah bagian laba yang
dibagikan kepada para pemegang saham.
b.Menurut John Sounders (1985:101) dividen adalah

The ordianary meaning of devidend is a share of profits whether at a fixed rate

or otherwise, allocated to the holders of shares in a company,

¢.Menurut Donald Rutherford (1992,126) dividen adalah
The variable return to equity shares, decided by the board of directors of
acompany or corporation according to its policy on distributing its profits, after
taxes and all charges have been faid,

d.Menurut Harold s. Slean and Amold J. Zurcher (1970: 126) dividen adalah
Apayment To the stockholders of a corporation from earnings.

e.Menurut IPM. Ranu Handoko, (1996:230) dividen adalah laba perusahaan yang
dibayarkan kepada pemegang saham.

[ Menurut Andi Hamzah, (1986:153) dividen adalah keuntungan dan perseroan
terbatas atau perseroan tertutup yang dibagikan kepada para pemegang saham

g Menurut Abdurrachman, (1982:343) dividen adalah dana-dana dan penghasilan
atau dari hasil penjualan suatu harta benda yang harus dibag: atau didistribusikan

diantara para pemegang saham atau kreditur
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4.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan kesimpulan scbagai
bertkut;
|. Mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat umum pemegang saham dapat
dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, suara terbanyak (votng)
dan keputusan dengan cara lain dari rapat. Mekanisme pengambilan keputusan
berdasarkan musyawarah mufakat merupakan keputusan vang paling ideal dan

bijaksana.. Keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat

merupakan keputusan vang lahir dari semangat kebersamaan, keterbukaan dan
penuh pengertian, sehingga memmbulkan implikasi positif terhadap terciptanya
komitmen vang sungguh-sungguh untuk mentaati keputusan tersebut.
Sedangkan keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak dilakukan
ketika terjadi perbedaan pandangan dan peserta rapat sudah tidak mungkin
mencapai konsensus secara bulat Sementara itu, mekanisme pengambilan
keputusan berdasarkan keputusan dengan cara lain dari rapat adalah keputusan
yang diambil dengan cara mengirimkan sccara tertulis usul yang akan
diputuskan kepada semusz pemegang saham dan keputusan i hanya sah
apabila semua pemegang saham menyetujui secara tertulis cara pengambilan
keputusan dan usul tersebut Meskipun anggaran dasar perscroan mempunyal
kewenangan mengatur secara rinci model pengambilan keputusan semacam ini,
namun pada kenyataannya mekanisme pengambilan keputusan semacam ini
jarang sekali diterapkan

2. Status hukum keputusan rapat umum pemegang saham PT. Asuransi Jiwa
Manulife Indonesia vang tidak membagikan dividen tahun buku 1999, di
selenggarkan pada tanggal 15 Februari 2000 adalah tidak sah. Hal ini
disebabkan keputusan rapat umum pemegang saham tersebut diambil dan
rapat umum pemecgang saham yang tidak quorum. Sementara itu, isi dari

keputusan rapat umum pemegang saham tersebut juga bertentangan dengan
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pasal 10 Perjanjian Usaha Patungan (joinr venrure) yang telah dibuat oleh para

pemegang saham P11 Asuransi Jiwa Manulife Indonesia

3. Akibat hukum dan keputusan rapat umum pemegang saham PT Asuransi Jiwa

Manulife Indonesia yang tidak sah adalah bahwa keputusan tersebut harus
dibatalkan, Dharmala Sakti Sejahtera selaku pemegang saham 40 persen PT
Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang dirugikan dapat melakukan gugatan ke
pengadilan negen. Gugatan tersebut dapat ditujukan kepada pemegang saham
lainnya ( Manulife Canada dan International Finance Corporation), direksi dan
komisaris. Kewenangan semacam ini telah diatur dalam pasal 54 ayat (2)
Undang- Undang Nomor | Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

4.2 Saran

Saran yang dapat disumbangkan adalah sebagai berikut
Keputusan rapat umum pemegang saham sebaiknya diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. Pemegang saham mayoritas scbaiknya tidak
memaksakan kehendaknya dalam sevap rapat umum pemegang saham.
Aspirasi pemegang saham minorias seharusmya diperhatikan. Hal im penting
dilakukan agar keputusan rapat umum pemegang saham tidak menimbulkan
konflik di masa yang akan datang.
Keputusan rapat umum pemegang saham yang diambil dan rapat umum
pemegang saham yang tidak memenuht quorum adalah salah. Oleh karena 1w
penyelenggaraan rapat umum pemegang saham harus mengikuti ketentuan-
ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan,
Sengketa vang terjadi dalam perseroan sebaiknya diselesaikan dengan cara
damai. Pihak-pihak yang bersengketa dalam perseroan sebaiknya menjaga
apar sengketa tersebut tdak diketahui oleh pihak eksternal, sehingga tidak
menggangu prediksi-prediksi bismis perusahaan.
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Menimbang

NOMOR | TAHUN 1995

L

TENTANG PERSEROAN TERBATAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.,

bahwa peraturan tentang Perseroun Terbatas
sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang
" Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel
Staatsblad 1847 : 23), sudah udak cesuai lag
denzan perkembanean ekonomi dan dunia usaha
yang semakin pesat batk secara nasional maupun
internasional.
bahwa di samping bentuk badan hukum
Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam
Kitab Undang-undang Hukum Dagang. hingea
saat in1 masth rerdapat badan hukum lain dalam
beniuk Maskapai Andil Indonesia sebagaimana
diatur dalam Ordonansi Maskapai Andil Indo-
nesia (Ordonnantie op de Indonesische
Maatschappij op Aandeelen. Staatshlad 1939 :
56910 717):

- bahwa dalam rangka menciptakan kesatuan

hukum, untuk memenuhi kebotuhan hukum baru
yang dapat lebih memacu pembangunan
nasional, sera untuk menjamin kepastian dan
penegakan hukum, dualisme pengaturan
sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu
ditiadakan dengan mengadakan pembaharuan
peraturan tentang Perseroan Terbalas.
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d. bahwa pembaharuan pengaturan tentang
Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud
dalam huruf c, harus merupakan penge-
Jawantahan asas kekeluargaan menunut dasar-
dasar demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila
dan Undang-undang Dasar 1945;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalum huruf a, b, ¢ dan d dipandang
perlu membentuk Undang-undang tentang
Perseroan Terbatas,

Mengmgut Pusal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 33

Undang-undang Dasar 1943:

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan . UNDANG-UNDANG TENTANG PERSE-
ROAN TERBATAS

BAB 1

N —— W

ini serta peraturan pelaksanaannya.

Organ Perseoran adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi
dan Komisaris.

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS
adalah organ perseroan yang memegung kekuasaun tertingg dalam
perseroan dan memegang segaliy wovenang yang tidak diserahkun
kepada Direksi atau Komisanis

Direksi adalah orzan perseroan s ang bertanggung jawab penuh atas
pengurisan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan seni
mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilun sesua
dengan ketentuan Angeuran Dusar

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melibukan
pengawasan secara umnum dan atau khusus serta memberikin nasihat
kepada Direksi dalam menjalankan perseoran.

Perseroan Terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah
pemegang sshamnya memenuhi kritena teftentu atau perseroan yang
melakukan penawaran umum sesuai dengan peraluran perundang-
undangan di bidang pasar modal

Menteri adalah Menteri Kehakinman Republik Indonesia.

Pasal 2

Digital Repository Universitas Jember

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan -
I. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan

hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan

Kegiatan perseroan harus sesual dengan mabksud dan mjuannya serld
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, keieniban
umum, dan atau kesnsifzan.

Pasal 3

(1) Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribads
atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak
bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilay szham
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yang telah diambilnya.

(2) Ketentuan saham yang dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku
apabila:

a.  persyaratan perseroan sebagai badan hukum, belum atau tidak
lerpenuhi;

b.  pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun
tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan
semata-mata untuk kepentingan pribadi;

c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau

d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun
tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan
perseroan, yang mengak:batkan kekayaan perseroan menjadi
tidak cukup untuk melunasi utang persercan.,

Pasal 4

Terhadap perseroan berlaku Undang-undang ini, Anggaran Dasar
perseroan, dan peratuan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5
Persercan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara
Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar

Pasal 6

Perseroan didinkan untuk jangka waktu vang ditentukan dalam Anggaran
Dasar.

Dig|tal Repository Universitas Jember

BABII
PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR, PENDAFTARAN,
. DAN PENGUMUMAN

(4§

(2)

(Y

id)

(5)

(&)

(7)

(]

A T

PPendirian
Pasal 7

Perseroun didinkan oleh 2 (dua) orang aau lebih dengan akta notans
vang dibuat dalam bahusa Indonesia

Serpap pendin perserosn wajib mengambil hagian <aham praddin i
prerserons didimkan

Dalam hal setelah perseroan disabkan pemegang saham menpuds
Lurang dar 2(dua) orang. maki dalam wakiu paling lama 6 fenam)
—.E_..:r_r.l.__:._:._.h sejak keadaan tersebut pemegang saham vang
bersanghutan wajih mengalibhan cebagian sahamnyia kepada orng
L

Dulars hal serelah lampau ngka wakie sebaguimana dimaksid
dalam ayat (3), pemegang suham tetap kurang dan 1 (Guay orang.
mitkat pemegang sahum bertanggung jawab secara pribadi atas segals
perikatan atan kerugian pereroan, dan atas permohonan pihak yang
berkepentingan, Pengadilun Negeri dapat membubarkin perseromn
tersebut.

Ketentuan ving mewajibkan perseroan didirikun oleh 2 1dua) or-
ang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). dan ketentuan
dalam m.._..u_ (3), serta ayat (3) tidak berlaku bag: perseroan yang
merupakan Badan Usaha Milik Negen.

Perseroan memperoleh status badan hukum setelah akia p=ndinian
sehagaimiana dimaksud dalam ayat ( 1) disahkan oleh Menter.
Palam pembuatan akta pendinian, pendiri dapat diwak:li oizh omng
lain berdusarkan surat koasa.

Pasal 8

Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain.
sekurang-kurangnya
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(i)

(2}

a.  nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat
tinggal, dan kewarganegaraan pendiri;

b, susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan,
tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi dan
Komisaris yang pertama kali diangkat; dan

€. nama pemegang saham, dan nilai nominal atau nilai yang
diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor
pada saat pendirian.

Akta pendinian tidak boleh memuat

a.  ketentwan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan

b kelentuan tentang pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri
atau pihak lain

Pasal 9

Untuk memperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6)
para pendin bersama-sama atau kuasanya, mengajukan permohonan
tertulis dengan melampirkan akta pendinan perseroan.
Pengesahan scbagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) diberikan dalam
waktu paling lama 60 (enam pulub) hari setelah permohonan
diterima.

Dalam hal permohonan ditolak, penolakan tersebut harus
diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya
dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 10

Perbuatan hukum yang berkaitan dengan susunan dan penyeriaan
modal serta susunan saham perseroan, yang dilakukan aleh pendin
sebelum perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam kata
pendirian,

Naskah asli atau salinan resmi akta otentik mengenai perbuatan
hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilekatkan pada akta

th

1

i2)

vua.nu.#lr

Diatam hal ketentuan sehagaimana dimaksud dalam avat (1) dan avin
(2) tidak dipenuhi, maka perbuatan hukum tersebut tidak
memmbulkan hak dan kewajiban bagi perseroan.

Pasal 11

Perbuatan nikom vani dilakukiun parn pendine untuk kepentingan

perseroim sebelum perseroun disahkan, mengikat per snan <etelah

persicraan menjadi badan hukum apabila

A, perseroan secarn legas menvatakan menerin S peraniiiun
vang dibuat oleh pendin atau orang lun yang ditugashan pendin
dengan pihak ketiga:

b,  perseroan secir tegas menvatakan mengambal atih semus hak
dan kewajiban yang timbul dan perjanjian yang dibuat peadin
atan orang lain yang ditugaskan pendin. walaupun periznjian
tidak dilukukan atas pama perseroan; atau

¢ perseroan mengukuhkan secara tenulis semua perbuatan hukun
yung dilakukan atas nama perseroan.

Datam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam sy ar (1)

tidak diterima, tidak diambil alih, atau tidak dikukuhkan oleh

perseroan. maka masing-masing pendirn yang melakukan perbuatan
hutkum tersebut berfanggung jawab secura pribadi atas segala 2kibat

yang timbul.
Bagian kedua
Anggaran Dasar

Pasal 12

Angearan Dusar memuat sekurang-kamangnyil ©

a
b.

nama dan tempat kedudukan persercan:

maksud dan tujnan serta kegiatan usaha perséroan ‘ang fesual

=l
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(1
(2)

dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku;

jangka wiktu berdirinya perseroan;

besamya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal
vang disetor;

jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah
saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap
saham, dan nilar nominal setinp saham;

susunan, jumbah, dan nama anggota Direksi dan Komisaris;
penetapan tempat dan tata card penyvelenggaraan RUPS;

tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian
anggota Direksi dan Komisans;

tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen; dan

ketentoan-ketentuan loin mepurot Undang-undang im.

Pasal 13

Perseroan tidak boleh menggunakan nama yang :

a. telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan
nama perseroan lain; atau

b. bertentangan dengan ketertiban umum, dan atau kesusilaan.

Nama perseroan harus didahului dengan perkataan "Perseroan
Terbatas” atau disingkat "PT"

Dalam hal perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2), pada akhir nama perseroan ditambah
singkatan kata "Tbk".

Ketentuan mengena pemakaian nama perseroan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Permenntah.

Pasal 14

Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.
Usul adanya perubahan Anggaran Dasar dicantumkan dalam surat

-

(n

(Z)

(3)

panggilan atau pengumuman untuk mengadakn RUPS.
Pasal 15

Perubahan tertentu Anggaran Dasar harus mendapat persetujuan
Menteri dan didafiarkan dalam Daftar Perusahsan senta dwmumkan

sesua dengan ketentuin dalam C;E.am-:i.u.._m ini.

Perubahan tertentu schagaimana dimaksud dalam ayat | v meliputs

4. MM perseroan;

b,  maksud dan tujuan perseroan:

¢, jangka waktu berdirinva perseroan. apabila Angearan Dusar
menetapkan janpgka wakio rerientu:

d. besarnva modal dasar:

¢. pengurangan modal diempatkan dan disetor: atuu

f. stus Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau
sebaliknyz. :

Perubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) cukup dilaporkan kepada Menten dalam waktu paling lambat

|4 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan RUPS. dan

didafiarkan dalam Daftar Perusahaan sesum dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

Pasal 16

Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pzsal 15 ayat
(2) dan ayat (3) dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesta

(1)

(2)

Pasal 17
Perubahan Anggaran Dasar sehagarmana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (2) mulai berfaku sejak tanggal persetujuan diberikan.
Perubahan Anggaran Dasar sehagaimana dimaksud dalam Pasal |5
ayat (3) dimulai berlaku sejak tanggal pendaftaran.

L =]
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Pasal 18

Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat perseroun
dinyatakan pailit kecuali dengun persetujuan kurator,

Pasal 19
. Permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar sebagaimana
Qdimitksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditolak apabila :
mF bertentangan dengan ketentuan meagenai tata cara perubahan

Anggaran Dusar,

_m.u%. isi perubahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
¢ dengan, ketertiban wmum, dan utau kesusiloan: atag
.....I.ﬂ,.. ada sangeahan dun kreditor atas keputusan RUPS mengenin
qu pengurangan modai
e
m Pasal 20
CTata cara pengajuan permohanan, pemberian persetujuan, dan penolakan
—tas perubahan Anggaran Dasar dilakukan sesuai dengan ketentuan
Nzn_uumm_ap:n dimaksud dalam Pasal 9
.m Bagian Ketiga
%2
(@) Pendaftaran dan Peagumuman
Qo
(D) Pasal 21
DH 1) Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan :
(G a. aktapendirian beserta surat pengesahan Menteri sebagaimana
— dimaksud dalain Pasal 7 ayat (6);
.WU b. akta perubahan Anggaran Dasar beserta surat persefujuan

Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayai (2); atau

c. aktaperubahan Anggaran Dasar beserta laporan kepada Menten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan
datam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan
atau persetujuan diberikan atau seteluh tanggal penerimaan laporan.

Pasal 22

(1) Perseroan yang telah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 dinmumkan dalam Tambahin Berita Negara Republik Indone-
Bl

(2) Permohonan pengumunian perseroan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilukukan Direksi dalam wakiu paling lambat 30 (tiga puluh)
han terhitung sejuk pendaftin

(1) ‘Tata cara pengajuan penmehonan pengumuman dilukukan «2sum

dengan peraturan perundang-undangzan yang berluku

Pasal 23
Selama pendafiaran dan pengumuiman sebagiimana dimaksud dalam
Pasal 21 dan Pasal 22 belum dilakukan. maka Direksi secara langgung
renteng bertanegung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan
perseroan.

BAB III

MODAL DAN SAHAM

Bagian Pertama

Modal

Pasal 24

(1) Modal dasar perseroan terdin atas seluruh nilai nominal saham.

(2) Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikeluarkan
atas nama dan atay atas tunjok.
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Pasal 25
Modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 20.000.000,- (dua puluh
juta rupiah)
Undang-undang atsu peraturun pelaksanaan yang mengatur bidang
usaha tertentu dapat menentukan jumlah mimmum modal dasar
perseroan yang berbeda dari ketentunn sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1)
Perubithan besiimya modal dasar sebagaimanit dimaksud dalam ayat
{1), dan penentuan besamya modal dasar Perseroan Terbatas beserta
perubahannya, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

I*asal 26

Fada saat pendinan perseroan, paling sedikit 25 % (dua puluh hma
persen) dari medal dusar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
harus tetah ditempatkan

Setiap penempatan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
harus telah disetor paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dan
nilal nominal setiap saham yang dikeluarkan.

Seluruh saham yang telah dikeluarkan harus disetor penuh pada saat
pengesahan perseroan dengan buktl penyetoran vang sah.
Pengeluaran sah~m lebih lanjut setiap kali harus disetor penuh.

Pasal 27

Penyetoran atas saham dapar dilakukan dafam bentuk uang dan atau
dalam bentuk lainnya.

Dalam hal penyetoran saham dilakukan dalam bentuk lain
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penilaian harta ditetapkan
oleh ahli yang tidak terikat pada perseroan.

Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus
divmumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian.

(4) Bagi Perseroan Terbuka setiap pengeluaran saham harus elzh disetor

penuh dengan tunai,
Pasal 28

(1) Pemegang sasham yang mempunyai tagihan terhadap perseroan tidak

dapat menggunakan hak tagihannya sebagai kompensasi kewaiiban
penyetomn atas harga sahamnya

(21 Bentuk-bentok tagihan wertentu seluin tagihan sebagaimans dimah <l

dalam ayat (1) vang dapat dikompensasikan sebagat setoran s.shan,
diatur lebih lanjut dengin Peraturan Pemenintah,

Pasal 29

(11 Perseoran dilarang mengeluarkan sabam untuk dinviliki sendir

(2) Lurangan penitlikan sahans sebhagaimni dimaksud dalm a1y

berlaku juga bag anak perusahaan terhadap saham yang dikeluarkan

oleh induk perusahaannya

Bagian Kedua
Perlindungan Moda! dan Kekayvaan Perscroan

Pasal 30

(1) Parseroan dapat membeli kembali suham yang telah dikeiuarkan

dengun ketentuan :

a. dibayar duri laba bersih sepunjang tidak menvebabkan keban aan
bersih perseroan menjudi lebih kecil dun jumish modal Lang
ditempatkan ditambah cadangan yang diwajibkan sciui dengan
ketentuan Undang-undang ini: dan

b. jumlah nilai nominal seluruh saham yang dimiliki perseroan
bersama dengan yang dimiliki oleh anak perusahaan dan gadai
saham yang dipegang. tidak melebihi 10% (sepuluh perien)
dan jumlah modal yang ditempatkan.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

(2)

{n

(1)

[3)

(1)

Perolehan saham, bk secara langsung maupun tidak langsung, yang
hertentangan dengin ayat (1) batal demi hukum dan pembayaran
yang telah diterima oleh pemegang saham harus dikembalikan
kepada perseroan,

Direkst secara tanggung renteng bertanggung jawab atas semud
kerugian vang didentn pemegang suham yang beritikad baik, yang
timbul akabat batal demi hukum sebagamana dimaksod dalim ayat (2)

Pasal 31

Pembeluin kembali saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 30
ayut (1) wtaw pengulibannya lebih lanjut hanya dapat dilakukan
berdasurkan keputusan RUPS.

Keputusan RUPS sebapgainana dimaksud dalam ayat (1) sah apabila
dibidiri oleh pemegang subam yang mewakili paling sedikie 2/3
(dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yung sah. dan disetujui oleh pahing sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian
dur Jumlah suara tersebut,

I*asal 32
RUPS daput menyerahkan kewenangan untuk memberikan
perselujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada orzan
lain untuk waktu paling lama 5 (hima) tahun.
Periyerahan kewenangin sebagiimana dimaksud dalam ayat (1)
setiap kali dapat diperpanjang untuk wakin paling lama 5 (lima)
tahun,

Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
sewaktu-waktu dapat ditank kembali oleh RUPS.

Pasal 33

Saham yang dibeli kembali oleh perseroan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara
dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah

Koruwm yang harus dicapai scsuin dengan ketentuan dalam Undang-
undang ini dan atau Anggaran Dasar.

(2) Saham induk perusahaan yang dibeli oleh anak perusahaannya juga
tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan
tiduk diperhitungkan dalam menentukan jumlah korum yang harus
dicapai sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan stau

Anggaran Dasar

Bacian hetiga
Penambahan Modal
Pasal 34

(1) Penambahan modal perservan hanya daps dilukukan berda<_rsan
keputusan RUPS.

(1) RUPS dapst men: erpbikan kewenangan untuk memberikan
persewijuan sebagaimani dimaksud datamayat { 1) kepada Komisans
untuk waktu paling loma £ (lima) whun

(3) Penyerahan kewenangan <cbagaimana dimaksud dalam as =2
sewaktu-waktu dapat ditank keinbali oleh RUPS.

(el

Pasal 35

Keputusan RUPS sebagaimini dimaksud dalam Pasal 34 ayad 1+ sah
apabila dilakukan sesuai dengan kelentuan mengenal panggilan rSpat.
korum, dan jumbah suar untuk perubahan Anggaran Dasar sesuil g2ngan
ketentuan dalam Undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar.

Pasal 36

(1) Dalam hal Anggaran Dasar tidak menentukan lain. seluruh ssham
yang dikeluarkan dalam penambahan modal harus terlebih dzhulu
ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan
pemilikan saham untuk klasifikasi ssham yang sama.

15
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sitham sebagmimana dimaksud dalum ayat (1), setelah lewat wakiu
14 {empat belas) hari terhitung sejak penuwaran, perseroan
menuwarkan kepada karyawan mendahului penawaran kepada
arung lam untk membeli jumiah tertentu atas <aham tersebut,
Retentuan meagemn saham yung ditawarkan kepada karyawan
sehaginman dimaksued daliam ayit (23 dintur febib lanjut dengan
Perataran Pemerintal

Bagian Keempat
Pengurangan Modal
Pasa), 37

Penguningan modal perseroan hanya dapit dilukukan berdusarkan
keputusan RUPS yang diluksanakan sesuai dengan ketentuan
sehagatmana dimaksud dalim Pasal 35.

Direkst wajib memberitahukan secara tertulis keputusan
sebagaimana dinksud dalam ayat (1) kepada semua kreditor dan
mengumumban dalam Berta Negara Repubhik Indonesia serta 2
tdual surat kabar harian paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejuk
tunggal keputusan.

Pasal 3§

Dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pengumuman
sebagaimana dimaksud dalan; Pasal 37 ayat (2), kreditor dapat
mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada
perseroan atas keputusan pengurangan imodal dengan tembusan
kepada Menteri.

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari techitung sejak keberatan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diterima, perseroan wajib
memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan disertai
alasannya,

3

Dalam hal perseroan menolak keberatan atau tidak memberikan
penyelesaian yang disepakati kreditor, maka dalun wakia 30 (tigs
puluh) hari teshitung sejak jawaban perseroan diterima, kreditor
dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang dacrah
hukwinnya meliputi tempat Redudukan perseroan.

sl 39

Penzurungan modal herlako serelah perutaban Anggarn Dasi

mendipat persetuivan Memen

Persetujuan Menten atas pesihalun Anggaran Disar scbagaimana

dimik sud dalom avat (1) haava dibenikan apabia

g ik terdapai keberitan renubis din Kreditor datam jangha
wakto sehagiimiamt domaksud dakam Pisal 38 sty

b, telah dicapar penvelesaian atas keberatun vang Jigjukan
kreditor: atuu

¢ ougatan kreditor 1elah mendapat putasan pengad fan yang telih
mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 40

Perubahan Anggaran Dasar dizertin persetujuan Menten tenting
penguranzan modal harus didafiarkan dan Jumumkan sesual dengan

katentuan dalam Pasal 21 dan Pasal 22

I*asal 41

(1) Pengurangan modal harus dilukukan atas setiap saham atau atas

semua saham dan klasifikas: saham yang suma secara seimbang.

(2) Dalam hal terdapat lebih dari sate klasifikasi saham. keputusan

pengurangan modal hanya dapat dizmbil sepanjang sesuai dengan
keputusan vang telah terlebih dahulu diambil dalam rapat pemegang
szham dan klasifikasi tersebut yang haknya dirugikan oleh keputusan
pengurangan modal.
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Bagian Kelima
Saham
Pasal 42

Nilai nominal saham harus dicantumkan dalam mata uang Republik
Indonesia.

Sahan tanpa nilai nominal tdak dapat dikeluarkan,

Saham atas tunjuk hanya dapat dikeluarkan apabila nilai nominal
siuham atau nilai yang diperjanjikan disetor penuh.

Pasal 43

Perseroun wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang

Saham, yang sckurang-kurangnya memuat |

a, nami dun alamat pemeging saham,

b. jumlah, nomor. dan tanggal perolehan saham yang dimiliki
pemegang saham dan apabila dikelvarkan lebih dari satu
klasifikas saham, tiap-tiap klasifikasi saham tersebut:

c. jumlah yang disetor atas setiap saham;

d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum
yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan
hak gadal tersebut, dan

e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)

Selain Daftar Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat
{1), perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus
yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota
Direksi dan Komisaris beserta rn_cm,_.wmzwm pada perserpan lersebut
dan atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

Dalam hal perseroan mengeluarkan saham atas tunjuk, maka dalam
Dafar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud

(5) Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusos se

(1) Setiap saham memberthan kepuda pemilikny

yang dikeluakan.

(4) Dalam Daftar Pemegang Ssham dan Dafar Khusus sebagaimarn.

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dicatat pula setiap perubahas
kepemilikan saham. .
bagaimana dimaksL =
dalam dyat (1) dan avat (2) disediukan di tempa kedudukas
perseroan agar duapat dilihat oleh para pemegang saam.

PPasal 44

Kepada pemezang sitham dibarikan bukti pemilikan saham untik sah.

yang dimilikinyva.
Pasal 45

a hak yang hdeh dar <

dibagi,

(2) Dalam hal
maka liak yang timbul dari saham terscbat hanya
dengan cara menunjuk | (satu) orang wakil bersamd.

| (satu) saham dimiliki oleh lebih dari | (satu) orars.
dapat digunak=

Pasal 46

menetapkan | (satu) klasifikasi <aham atau lebos

334

(1) Anggaran Dasar

{(2) Setiap saham dalam klusifikasi sama memberikan keps

pemegangnya hak yang sama.
(3) Dalam hal terdapat lebih dari | (satu) klasifikasi “”..uwuﬁ. =Hn.r.__
Anggaran Dasar menetapkan | (satu) klasifikasi ssbagai saham bz
(4) Selain klasifikasi saham sebagaimana dimaksud .E_.u_.___ nur,u_ __..4___.
dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan | (satu) klasifikasi saham
atau lebih - J
dengan hak suara khusus, bersyarat, terbatas. atau fanpa h

19
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suara;

b, yang setelah jangka waktu tertentu dapat ditarik kembali atau
dapat ditukar dengan klasifikasi saham lain;

c. yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima
pembagian dividen secara kumulatif atau non kumulatif; dan
atin

d. yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima
lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas
pembagian dividen dan sisa kekayaan perseroan dalain likuidasi.

Pasal 47

Anggaran Dasar dapat menentukan pecahan nilai nominal saham.
Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara
perseorangan, kecuali pemegung pecahan nilai nominal saham baik
sendirt atau bersama pemegany pecahan nilai nominal sahiam lainnya
yang sejenis memiliki nilai nominal sebesar | (satu) nominal saham
dari klasifikasi tersebut.

Pasal 48

Dalam Angearan Dasar perseroan ditentukan cara permindahan hak atas
saham sesuai dengan peruturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Pemindahan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta
pemindahan hak.

Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau
salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan.

Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham atas nama.
tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam Daftar Pemegang

Saham aiau Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
ayat (1) dan ayai (2)

(4) Pemindshan hiak atas saham atas tunjuk Giis

penyerahan surat saham, y |. iy
{5) Bentuk E#Enﬂﬂaﬂﬂﬁﬂﬁ.ﬂgﬁ:i. g -
saham atas tunjuk yang diperdagangkan di pasar m »dal dintur d S

peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 50

Dalam Anggaran Dasar dapat diatur ketentuan pembataxan pemindahan
lhak atas saham vaitu ©

1.

(n

(3)

(4)

keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada kelompok peme gang
suham tertentu atau pemezang saham lainnya; dan atay
keharusan mendapatkan persetujuan terebih dahulu dari organ

persercan
Pasal 31

Dalam hal Anggaran Dasar mengharuskan pemegang saham
menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada kelompok pemegang
saham tertentu atau pemegang saham lain yang udak dipilihnya
sendiri, perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang
ditawarkan dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam
waktu 30 (tiga puluh) han terhitung sejak penawaran dilakukan.
Dalam hal perseroan tidak dapat menjamin terlaksananya keteniuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemegang saham dapat
menawarkan dan menjual szshamnya kepada karyawan mendahului
penawaran kepada orang lain.
Setiap pemegang saham yang diharuskan menawarkan sahamnya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak menarik kembali
penawaran tersebut setelah lampaunya jangka waktu sehagaimana
dimaksued dalam ayat (1).
Penawaran saham terlebih dahulu kepada kelompok pemegang
saham tertentu atan pemegang saham lainnya hanya dapat dilakukan
satu kali.

21
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Ketentuan mengenai penawaran dan penjualan saham kepada
karyawan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah,

Pasal 52

Pembertin persetiguian atun penolakan pemindahan hak ats saham
ving memerlukin perseiujoan organ perscroan hars diberikan
seciri lertuhs dalinn wakiu pabing lama 90 (sembilun puluh) han
terhitung sejuk organ perseroan menerima permintaan pemindahan
hak tersebur.

Dralam hal jangka wiktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 1elah
lampuu dun organ perseroan tdak membernkan pernyataan tenulis,
maka organ perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas
sahum tersebur.

Dalam hal pemmdahan hak atas sabam atas nama disetujui oleh
organ perseroan, harus dilakakan sesuail dengan Ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan dilakukan dalam wakiu
pithing lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak persetujuan
diberikan.

Dralarm hal pemindahan hak atas saham ditolak, maka organ perserour
harus menunjuk calon pembeli lain sesuai dengan persyaratan
sebaguimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).

Dalam hal pemindahan hak atas sasham ditolak sebagaimana
dimaksud dalwm ayat (4) ndak disertai penunjukan, maka berlaku
ketentuan sebagaimana dimaksod dalam ayat (2).

Pasal 53

Saharm atas tunjuk dapat digadaikan.
Saham atas nama dapat digadaikan sepanjang tidak ditentukan lain
dalam Anggaran Dasar.

Gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar
Khusus sebagaimana dinaksud dalam Pasal 43,

(4)

(n

£2)

(n

(2)

saham,

Pasal 54

Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepenulikan
kepada pemegangnya.

Setiap pemegang saham berhuk mengajukan gugatan terhadap
perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan kavena tindakan
perseroan yang dianggap tiduk adil dan tanpa alasan wajar schagal
akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digjukan ke
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat

kedudukan perseroan.

Pasal 55

Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar

sahamnya dibeli dengan harga yang wajar. apabila vang

bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan

pemegang saham atau perseroan, berupa :

a. perubahan Angzaran Dasar;

b. penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh
kekayaan perseroan; atau

c. penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perseroan.

Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham

oleh perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat( ). maka

perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak

lain.
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BAB IV
LAPORAN TAHUNAN DAN
PENGGUNAAN LABA

Bagian Pertama

Laporan Tahunan

Pasal 56

m Dakam wakt 5 (Tima) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup. fraksi
D menyusun laporan tshunan untuk diajukan kepada RUPS, yang dimoat
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sekurung-kurangnyi -

Perhitungan tthunan vang teediri dari neraca akhir tabun buku vang
baru lampau dun perhitungan laba rug dan ahun buku vany
bersiangkutun serty penjelasan atas dokumen tersebut,

neraca gabungan dar perseroun yang tergabung dalam satu grup, di
samping neraca dan masing-masing perscroan tersebut;

laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang
1elah dicapai,

kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku;

tincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mermpengaruhi
kegiatan perseroan;

nama anggota Direksi dan Komisanis; dun

gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris.

Pasal 37

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ditanda-
tangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris. -

Dalam hal ada anggota Direksi atau Komisaris tidak menandatangani
laporan scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disebutkan
alasannya secara tertulis.

h

(2)

(4)

(3)

ratisl R .

Perhitungan tahuncn dibuat sesuai dengan Standar Akuntans:
Keuangan

Dalam hal Standar Akuntansi Kevangan sebageimana dimaksud
datam ayat ( 1) tidak daput dilaksanakan sebagaimana mestinya hamns
dibieriLan penjelasan serta alasunnya.

Pasal 59

Lyireksi wapb menverahkan perhiungan mahunan perscroan kepuda

akuntan pubiik untuk dipenksa apabsla

a.  bidang usaha perseroan herkitan dengan pengerahan dana
masvarakal.

h,  perseroan mengeluarkan surut pengakuan utung: s

¢ perseroan menupakan Perseroan Terbuka

Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak

dipenuhi. perhitungan tahunan tidak boleh disahkan oleh RUPS.

j Laporan atas hasil pemeriksaan akuntan publik sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada RUPS
melalui Dirzksi.

Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1), seteiah
mendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam 2 (dua) surat habar

harian.
Pasal 60
Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan

dilakukan oleh RUPS.

Keputusan atas persetujuan laporan tahunan dan pengesahan tahunan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diambil sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar.

Dalam hal dokumen perhitungan tahunan yang disediakan temyata
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5

tidak benar dan atau menyesatkan, anggota Direksi dan Komisaris
secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang
dirugikan.

(4) Anggota Dircksi dan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) apabila terbukti bahwa
keaduun tersebut bukan karena kesalahannya.

Bagian Kedua

Pengpunaan Laba

Pasal 61

(1) Setiap tabun buku. perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu
dan Faba bersih umok cadangan.

(2) Penvisihun laby bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan sampu cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% (dua
puluh persen) dan mods! yang ditempatkan.

(3) Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang belum
mencapai jumlish sebaguimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat
dipergunakin untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi
oleh cadangan lain.

(4) Ketentuan mengenm penyisihan laba bersih untuk cadangan dan
penggunaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 62

(1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan
untuk cadangar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1)
diputuskan oleh RUPS,

(2) Dalam hal RUPS tiduk menentukan lain, seluruh laba bersih setelah
dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen.

(3) Setelah 3 (lima) tahun, dividen yang tidak diambil dimasukkan ke
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dalam cadangan yang diperuntukian untuk it ‘

(4) Pengambilan dividen sebagaimana dimaksud dalam avat (3) diatur
dalam Anggaran Dasar.

BAB V
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 63
(1) RUPS mempunyau segala wewenang ving tidak diherikan hepada
Direksi san Komisaris dalim bitas yang ditentukan dalaim Lindang-
undang ini dan atau Anggaran Dasu
(2) RUPS beshak memperolch sepafa keteringan sang beriatan azngal
kepentingun perseroan dar Dinckst atan Komi=ans

Pasal 64
(1) RUPS diadakan di tempat sedudukan perseroan atau tempat
perseroan melakukan kegiatun usahanya. kecuah ditentukan lam
dalam Angguran Dasar

(2) Tempat sebagaimana dimaksud dalam avat (1)
wilayah Negera Repubhk Indonesia.

harus terleiak di

Pasal 65

(1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya

(2) RUPS tahunan diadakan dalam wakiu paling iambat 6 (nam) bulan
setelah tahun buku.

(3) Dalam RUPS tahunan harus digjukan semua dokumen perssroan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

(4) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan
kebutuhan.
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Pasal 66

(1) Direksi menyelengguarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan
perseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya.

(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
juga dilakukan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih
yang bersama-sama mewakili 1/10 (sate persepuluh) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah
yung lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar
perseroan yang bersangkutan.

{3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan kepada
Direksi atun Komisars dengan surat tercatat diseni alusannya

(4) RUPS sebagaimuny dimaksod dalam ayat (2) hanya dapid
membicarakan masalah vang berkatan dengan alasan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3)

Pasal 67

(1) Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat
kedudukan perseroan dapat merhberikan izin kepada pemohon untuk:

a. melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan, atas
permohonun pemegang saham apabila Direksi atau Komisaris
tidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada wakiu yang telah
ditentukan; atay

b, melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan, atas
permohonan pemegang saham apabila Direksi atiu Komisans
tidak menyelenggurakan RUPS tahunan pada waktu yang telah
ditentukan: atan

(2) Ketua Pengadilan Neger scbagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dapat menetapkan bentuk, isi, dan jangka waktu pemanggilan RUPS

serta menunjuk ketua rapat tanpa terikat pada ketentuan Undang-
undang ini atau Anggaran Dasar.
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(3) Dalam hal RUFS % %u&.ﬂin-_ am
&z:iﬁn%ﬁzﬁ%%ﬁ&g
atau Komisaris untuk hadir , vy

4) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pembernian 1

@ %&Eunwﬂwﬁﬁgﬁiﬁ_w%%.g.

pertama dan terakhir.

Pasal A8

(1) Untuk menyelenggarakan RUPS Direksi melakukan pemanggilan
kepadu pemegang saham

(2) Dalam hal-hal terteatu yang ditctapkan dalam Anggaran Dm..nn.q.
pemanggilan RUPS sehagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
dilakukun oleh Komisans.

*asal 69

(1) Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hun
sebelum RUPS diadakan.

(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat.

(3) Pemanggilan RUPS untuk Perseroan Terbuka dilakukan dalam 2
(dua) surat kabar hanan.

(4) Dalam pemanggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, .E:wﬁ.
dan ncara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan
dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan .E.H_E ~.E:
dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan har RUPS .“_JE_EE:

(5) Perseroan wajib memberikan salinan bahan schagaimana dimaksud
dalam ayut (4) kepada pemegang saham secara cuma-cuma. ,

(6) Dalamhal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan mnunmEEu
Jimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), keputusan [efap mmr .Eumd__m
RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili saham
dengan hak suata yang sah dan disetujui dengan suara bulat.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

Pasal 70

(1) Bagi Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan
wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan
pemanggilar RUPS dalum 2 (dua) surat kabar harian.

(2) Pengumuman sebugisimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
paling lambar 14 {empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Pasal 71

—
"

Pemegang saham dengan hak suara yang sah. baik sendiri maupun
dengan kuasa terulis berhik menghadini RUPS dan menggunakan
huk suaranya.

(2

Diatlam pemungutan suara. angeota Direksi, anggotu Komisaris, dan
kirviwin perseroan vang bersangkutan dilarang bertindak sebagai
kuasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalwm ayat (1),

Pasal 72

-
o

Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara kecuali
Anggaran Dasar menentukan lain,

-
ot
L

Sahum perseroan yang dimiliki oleh perseroan il sendiri tidak
miernpunya hak suara.

_—
Tandt
e’

Saham induk perusahaan yang dimiliki oleh anak perusahaannya
juga tidak mempunyai hak suara.

Pasal 73

—
S

RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dani jumlah seluruh
saham dengan hitk suara yang sah, kecuali Undang-undang ini dan
atau Angearan Dasar menentukan Tain

(2) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
tercapar, diadakan pemanggilan RUPS kedua.
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3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud datam ayat (2) harus dilakukan
o paling lambat 7 (tujuh) han sebelum RUPS kedua diselenggarakan.
(4) RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan

paling lambar 21 (dua puluh satu) lari dari RUPS pertama.

(5) RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sah dan berhak
mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang
ewakili <edikit 173 (satu pertiga) bagian dan jurmlah seluruh saham
dengan hak suara yang sith

(6) Dalam hal korum RUPS kedua bagaimana dimaksud dalam azat| 5a
tidauk tercapai. atas permohonan PErsEroan korum ditetapkan oleh
Ketua Pengadilan Negen.

Pasal 74

(1) Keputusan RUPS diambil berdusarkan musyawarth uniuk mufakat

{2) Dalam hal keputusan berdusarkan musyawarah untuk mufakai
<ehaggimana dimaksud datam ayat (1) tidak dicapai. kepuwsan
n._E._.HE_ berdasarkan suara terbanyak bisa dan jumlah suara yang
dikeluarkan secara sah, kecuali Undang-undang ini dan atau
Anggaran Dasar menentukan bahwa keputusan harus diambil
_..__E.M_wﬂ_“ru: <uara yang lebih besar dari suara terbanyvak biasa.

Pasal 75

(1) Keputusan RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar sah m.ﬁuwﬁ_m
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3
(dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham nnzﬂ.n." hak suara
vang sah dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian
dari jumlah suara tersebut.

(2) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat ( _w.. ndak
tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadin
oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertigal
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan

[
—
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disetujut oleh suara terbanyak dari jumlah svara tersebul.
Pasal 76

Dalam hal penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan dan
pembubaran perseroan, keputusan RUPS sah apabila dihadiri oleh
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian
diiri jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah don disetujui oleh
patling sedikit 34 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut

Pasal 77

Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalah dan dibubuhi
tandatangan ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham
yang ditunjuk dan dan oleh peserta RUPS,

Pasal 78

(1) Dalam Anggaran Dasar perseroan dapat ditentukan bahwa keputusan
RUPS dapat diambi| dengan cara lain dari rapat.

(2) Dalam hal Anggaran Dasar mengatur ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1). keputusan dapat diambil apabila semua
pemegang saham dengan hak suara yang sah telah menyetujui secara
tertulis baik mengenai cara maupun keputusan yang diambul.

BAB VI
DIREKSI DAN KOMISARIS
Bagian Pertama
Direksi

PPasal 79

‘(1) Kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direkst

(2) Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat,
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.

perseroan vang menerbitkan Ei%ﬂ!ﬁﬁg
Terbuka wajib mempunyal un_mnnﬂnﬁwu.gluﬂ%
i dalah oran

i jadi Direksi adalah orang

{3) Yang dapat diangkat menjadi anggota ;

perseorangan yang mampu melaksanakan ,_H&_.E.n: Er—.i dan
tidak pernsh dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau
Komisaris vang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan
dinyatakan pailit, slau orang ¥ang pernah dihukum Racena melakukon
tindak pidana yang merugikan keuangan negerl dalam wakiu 5 {1
tahun sebelum pengungkatan,

Pasal 80

(1) Anggots Direksi diungkat oleh RUPS.

(2) Untuk pertama kali penganghkatan angzola Gwnrm.__ n.__..._.,eru: dengan
mencantumkan susunan dan numa anggotd Dircksi datam Akt
Pendirian sebagaimana dimaksud datam Pasal 8 ayat (1) huruf b

(3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dengun
kemungkinan diangkat kembali.

{4) Anggaran Dasar mengatur lista cara pencalonan, penganghatan. ;&H
pemberhentian anggota Direks) tanpa mengurangi hak pemegang
saham dalam pencalonan.

Pasal 81

(1) Pemturan tentang pembagian tugas dan Enin:E.._m m.ﬁ.n_u anggoia
Direksi serta besar dan jenis penghasilan Direksy ditetapkan oleh
RUPS. .

(2) Dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan bahwa rnsﬁan:mwﬁ ﬁ..._._wm
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Komisans
atas nama RUPS.
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Passl 82

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk
kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam
maupun di luar pengadilan,

Pasal B3

(hy Dalam hal unggota Direksi terdini lebih dari 1 (satu) orang, maka
yang berwenung mewakil perseroan adalah setiap angeota Direksi
kecuali ditentukan lain dilom Undang-undang ini dan atau Anggaran
Disar,

(2) Anggaran Dasar dupat menentukan pembatasan wewenang anggata
Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 84
(1) Anggota Dircksi tidak berwenang mewakili persercan apabila :

a. terjaci perkara di depan pengadilan antara perseroan dengan
anggota Direksi yang bersangkuran; atau
b. unggota Dircksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan
vang bertentangan dengan kepentingan perseroan.
(2) Dalam Anggaran Dasar ditetapkan yang berhak mewakili perseroan
apabila terdapat keadaon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

(3) Dalam hal Anggaran Dasar tidak menentapkan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), RUPS mengangkat 1 (satu)
orang pemegang Sitham atau lebih untuk mewakili perseroan.

Pasal 85
(1) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung
jawab menjalankan tgas untuk kepentingan dan usaha perseroan.
(2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi
apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya

34

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ().
(&)} EEEEEEE}%

:_anﬁ_:unuﬂ!_.&%nl_%%%g

hak suara vang sah dapat mengajukan unﬂ.ﬂ:ﬁ?i—ﬂ.?nﬂ:

terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaianny 3
menimbulkan kerugian pada perseroan,

Pasal 86

(1) Dircksi waib:
membuat dan memelihara Daftar Pemega
RUPS. dari risalah rapat Direksiz dan
b. menyclenggarakan pembukuun perseroan
(2) Daftar Pemegang Saham. risalah dan pembukuan seba
dimaksud dalam ayat ( |) disimpan ditempat kedudukiun perseroan
(3) Atas permohonan tertulis duri pemegzang E_._E= Direksi :ﬁ:&“_.
* jzin kepada pemegang saham untuk memeriksa dan mendapatkan
<alinan Daftar Pemegang Saham, risalah dan pembukuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

ne Saham. risalah
o =

canman.:

Pasal §7

n kepada perseroan mengendi

Direksi wajib meldporka
e h perseroan tersebul

kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada
dan perseroan lain.

Pasal 88

(1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau

menjadikan jaminan uiang selusuh atau sebagian besar kekayaan
perseroan,

(2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalamayat
merugikan pihak ketiga yang benitikad baik-

{ I} tidak boleh
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(3) Keputusan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang
seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan sah apabila dihadiry
oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga
perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari
Jumlah suara tersebut.

(4) Perbuatin hukum sebagainiana dimaksud dalam ayat ( 1) dismwmbkan
dulam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari
techitung sejak perbuutan hukum tersebut dilakukan.

Pasul 89

Dirckst dapat memberikan kuasa terulis kepadi | (satu) orang karvawan
perseroan atou lebih atay orang lain untuk dan atas nama perseroan
melakukan perbuatan hukuin terteniu.

Pasal 90

(1) Direksi hanya dapat imengajukan permohonan ke Pengadilan Negen
agar perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan RUPS.

(2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi
dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat
kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tangaung
jawab renteng bertanggung jawab atas kerugian itu.

(3) Anggota Direksi yang dupat membuktikan bahwa kepailitan bukan
karena kesalahan atau kelaluiannya tidak bertanggung jawab secara
tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Pasal 91
(1) Anggota Direks: dapat sewakw-waktu diberhentikan berdasarkan
keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) hanya dapal diambil setelah yang

(1) Dengan keputusan pemberhentian %Enr:i .,E!:
ayat (2), maka kedudukannya sebagai anggota Direksi berakhir.

Pasal 92

(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara olech RUPS
atay Komisaris dengan menvebutkan alasannya,

(21 Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diberitahukan secara teriulis kepada Direksi yang bersangkutan.

(3) Anggota Direks1 yang diberhentikan sementara sebagaimana
dirmaksud dalam ayat (1) tdak berwenang melakukan tugasnya,

(8} Dalam waktn paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal
vn__._.ﬁ:.ﬁw:n: sementars harus disdakan RUPS.

{5) Dulam RUPS sebagaimuna dimaksud dalam ayat (4) E..mw.w:_: Dhreksi
yang bersungkutan diben kesempatan untuk membela diri.

(6) RUPS dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut
atau memberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan.

(7) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak &Enﬁ.: RUPS
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ﬂnaa_mz._n:su_._ sementara

tersebut batal.
T*asal 93

Dalam Anggaran Dasar diatur ketentuan men genai pengisian ...ﬁn__ﬂ._En_
jabatan Direksi yang kosong atau dalam hal Direksi diberhentikan untuk

sementara atau berhalangan.

Bagian Kedua
Komisaris

Pasal 94
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(1) Perseroan memiliki Komisaris yang wewenang dan kewajibannya
ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(2) Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat,
perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang. atau Perseroan
Terbuka wajib mempunya paling sedikit 2 (dua) orang Komisaris.

(3) Dalam hal werdapat lebih dan | (satu) orang Komisaris, mereka
mierupakan sebuah maelis.

Pasal 95
{11 Komisaris diungkat oleh RUPS

{2) Untuk pertama kal pengangkatan Komisaris dilakukan dengan
mencantumkan susunun dan nauma Komisans dalam Akta Pendirian
sebagiimana dirmaksud dalam Pasal 8 ayat (1) haruf b,

13) Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan
kemungkinan diangkit kembali.

(4) Anggaran Dasar mengatur tata cara pencalonan, pengangkatan, dan
pemberhentian Komisaris tanpa mengurangi hak pemegang saham
yang dalam pencalonan.

Pasal 96

~

ang dapat diangkat menjadi Komisaris adalah orang perseorangan yang
ampu melaksanakan perbuutan hukum dan tidok pernah dinyatakan
pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisanis yang dinyatakan
bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang
pernah dihukum karens melakukan tindak pidana yang merugikan
keuangan negera dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

3

Pasal 97

Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam -

menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Pasal 98

(1) Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

(2) Atasnama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sediku
110 (satu persepuluh) bagian dun jumlah seluruh saham n..”_._mw:
hak suara yang sah dapat mengajukan gugatun ke Pengadilan Negen
rerhadap Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaranny 2
menimbulkan kerugian pada perseroan

Pasal 99

Komisaris wajib melaparkan kepada perseroan mengenai kepemulikan
«ahamnva dan ataw keluarganya pada perséroan tersebut .

Pasal 100

{1} Dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan pembenian J__..n..._..r._ﬁnm
kepada Komisaris untuk memberikan’ persetujuan atay bantu-z
kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

(2) Berdasarkan Anggaran Dasar alau keputusan RUPS, Komisans
dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan
tertentu untuk jangky waktu tertentu.

(2) Bagi Komisaris yang dalam keadaan tertentu __.Eir _unmw,u s.prﬂu
tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenans
dan kewajiban Dircksi terhadap persercan dan pihak ketiza

Pasz1 101

(1) Anggota Komisaris dapat diberhentikan atau diberhentikan
sementara oleh RUPS.

(23 Ketentuan mengenai pemberhentian dan pcmberhentian sementian

anggota Direksi sebagaimana dimaksud dajam Pasal 91 dan pasal

92 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (3), ayat (6). dan ayat (7) berlaku
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pula terhadan Komisaris,

BAB VII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN,
DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 102

LI Satu perseroan wtau lebih dapat menggabungkan diri menjadi satu

4{

dengin persecroan yang telah ada atan meleburkan diri denean

perseroan lain dan membentuk perseroan baru,

Rencana penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud

dalsm ayat (1) ditwsngkan dalam Rancangan Penggabungan alauw

Peleburan yang disusun bersama oleh Direksi dari perseroan vang

akan melakukan penggabungan atau peleburan, yang memuat

sekurang-kurangnya :

a. namd perseroan yang akan melakukan pengegabungan atau
peleburan;

b, alusan serta penjelusan masing-masing Direksi perseroan yang
akan melakukan penggabungan atau peleburan dan persyaratan
penggabungan utau peleburan;

C. tala cara konversi saham dari masing-masing perseroan yvang
akan melakukan penggabungan atau peleburan terhadap saham
perseroan hasil penggabuingan atau peleburan:

d. rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil
penggabungan apabila ada, atau rancangan Akta Pendirian
perseroan baru hasil peleburan;

€. neracd, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku
terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan
penggabungan atau peleburan: dan

f. hal-hallain yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-

i(3)

(3

L

masing perseroan.
Penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud Jalam ayal
(1) hanya dapat dilakukan apabila Rancangan Penggabungan atau
Peleburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetuju oleh

RUPS masing-masing perseroan.

Pasal 103

Pengambilalihan perseroan dapat dilakukan oleh badan [tk ataw
OriNg perscorangan.

Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1> dapuat
dilakukan melalui pengambilalihan seluruh atau sebagian besar
saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalum izrhadap
perseroan tersebut.

Dalam hal pengambilalihan dilukukan oleh perseroan. maka berlaku
ketentuan sebagai berikut :

Rencuna pengambilalihan dituangkan dalam Rancangun
Pengambilalihan yang disusun oleh Direksi perseroan yang akan
mengambil alih dan yang akan diambil alih vang memuai

sekurang-kurangnya :

|} nama perseroan yang mengambil alih dan yang diambilalih:
dan

2) alasan serta penjelasan Direksi masing-masing perseroan
mengenai persyaratan serta tala cara pengambilalihin
saham perseroan yang diambilalih.

b. Pengambilalihan dilakukan dengan persetujuan RUPS masing-
masing atas Rancangan Pengambilalihan yang diajukan oleh

Direksi masing-masing perseroan.

{4) Dalam hal pengambilalihan ditwangkan oleh badan hukum yang

bukan perseroan, maka berlaku ketentuan sebagal berikut :

a. Rencana pengambilalihan dituangkan dalam Rancangan
Pengambilalihan yang disusun oleh Direksi perseroan yang akai

4]
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diambil alih dan Badan Pengurus badan hukum yang bukan

perseroan yang akan mengainbilalih, yang memuat sekurang-

Kurangnya :

1) nama perseroan yang akan diambil alih dan nama badan
hukum yang buka perseroan yang akan mengambilalih; dan

2y alasan serta penjelasan Direksi perseroan yang akan
diambil alib dun badan hukum vang bukan perseroan yang
akan mengambil alih mengena persyaratan serti lata carit
pengambilalihun subam perseroan yang diambil alih.

b, Pengambilalihan dilakukan dengan persetujuan RUPS
perseroan yang diambilalih dan persetujuan Anggota atau Badan
Pengsurus dari budan hukum yang bukun perseroan yiang
mengambil alil

(5) Dalam hal pengambilalihan dilakukan orang perseroangan, maka

berlaky ketentvan sebagai berikut :
a, Rencana pengambilalihan dituangkan dalam Rancangan
Pengambilalihan yang disusun oleh Direksi perseroan yang akan
diambil alih dan orang perseorangan yang akan mengambil alih,
yang memuat sekurang-kurangnya :
|y nama perseroan yang akan diambil alih dan orang
perscorangan yung akan mengambil alih; dan

2) alasan serta penjelasan Direksi perseroan yang akan
diambil alih mengenai persyaratan dan tata cara
pengambilalihan saham.

b. Pengambilalihan dilakukan dengan persetujuan RUFS
perseroan yang akan diambil alih atas Rancangan yang diajukan
Direksi perseroan yang akan diambil alih dan orang
perseorangan yang akan mengambil alih.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak membatasi

badan hukum atau erung perseorangan untuk mengambil alih saham
perseroan lain langsung dari pemegang saham.

(1)

.
=2
—

(n

(2)

(3)

. Pasal 104

Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan

perseroan harus memperhatikan

a. kepentingan perseroan. pemegang sahain minoritas dan
karvawan perseroan: dan

b.  kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan
sahan.

Pengeabungan. peleburin. dan pengambilalihan perseroan ndak

mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjuil

suhamnya dengan harga yang watjar.,

rasal 103

Keputusan RUPS mengenai penggabungun. peleburian. dan
pengambilalihan perseroan sah apabila diambil sesuai dengan
ketentuan Pasal 74 ayat ( 1) dan Pasal 76.

Direksi wajib Hnmm.._acaru: dalam 2 (cuay surat kabar haran
mengenai rencana pengeabungan, peleburan, dan pengambilalihan

L

perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum permanggilan RUPS.

Pasal 106

Rancangun Penggabungan perseroan yang telah mendapui
persetujuan RUPS dilampirkan pada permohonan perubahan
Anggaran Dasar perseroan untuk mendapatkan perseriijuan Menten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat(1).

Rancangan Penggabungan perseroan yang telah mendapat
persetujuan RUPS baik yang telah disertai perubahan Anggaran
Dasar maupun yang disertai perubahan Anggaran Dasar dilaporkan
kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3)
Rancangan Peleburan perseroan yang telah mendapat persetujuan
RUPS dilampirkan pada permaohanan pengesahan Akta Pendinan
perseroan ‘hasil peleburan untuk mendapat ﬁn:mnmurw: Menter

[
tak
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(4)

{5)

(1)

(2}

44

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).

Rancangan Pengambilalihan perseroan yang telah mendapai
persetujuan RUPS dilaperkan kepada Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

Ketentuan sebagaimuna dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22
berlaku pula bagi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan
[ErRErGan.

Pasal 107

Dalam hal terjudi pengeabungan ataw peleburan. maka perseroan

yang mengzabunghkan din atau meleburkan din menjadi bubar.

Pembubarin perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat

dilakukan dengan atau tanpa terlebib dubulo mengadakan likuidasi.

Dalam hal pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) tidak didahului dengan liknidasi, maka :

a. akuva dan pasiva perseroan yung digabungkan atau yang
meleburkan diri, heralih karena hukum kepada perseroan hasil
penggabungan atau peleburan: dan

b. pemegang saham perseroan yang digabungkan atan yang
meleburkan diri menjadi pemegang saham persercan hasil
penggabungan atau peleburan,

Pasal 108

Direksi perseroan hasil penggabungan atau peleburan wajib
mengurmumkan hasil penggabungan atan peleburan tersebut dalam
2 (dua) surat kahar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak penggabungan, atau peleburan selesai dilakukan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula
terhadap Direksi perseroan yang melakukan pengambilalihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1).

I*asal 109

Ketenluan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan
perseroan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(1

BAB VIII
PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN

Pasal 110

Pemediksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan
untuk mendapatkan data atau kelerangan dalam hal terdapat dugaan
bahwa :

a.  perseroan melakokan perbuatan melawan hukum yang
meruzikan pemegang sahim atan pihak ketiga; ataw

b. angzota Direksi atan Komisars melakukan perbuatan melawan
hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau
pihak ketiga. r

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan

dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya

ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat
kedudukan perseroan,

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat

dilakukan oleh :

a, pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama perseroan
apabila mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuleh) bagian
dari jumlah selursh saham dengan hak suara yang sah:

b. pihak lain yang dalam Anggaran Dasar perseroan atau pedjanjian
dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan
permohonan pemeriksaan: atau

¢. kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.
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Pasal 111
(1) Ketua Pengadilan Negeri berhak menolak ataz mengabulkan
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110.
{2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
menolik permohonan apabila permohonan tersebut tidak didasarkan
atas alisan yang wajar,

1l

Dadam hal permohonan dikabulkan. Kewa Pengadilan Negeri

menseluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan pengangkatan

pubing banyak 3 (tiga) orang ahli unwk melakukan pemeriksaan.

(4} Setiap angegota Direksi, Komisaris, karyawan perseroan, dan akantan
publik vang telah ditunjuk ¢l2h perseroan sebigaimana dimaksud
dalum Pasal 59 ayat (1) udak dapat diangkat sebagai ahli
sehagaimana dimaksud dalam ayat (3)

(3) Pemeriksa berhak memeriksa semua dokumen dan kekayaan
perseroan yang dianggap perlu untuk diketahui.

(6) Direksi, Komisaris, dan semua karyawan perseroan wajib
memberikan segala keterangan yang diperiukan untuk melaksanakan
pemeriksaan.

(7) Pemeriksadilarang mengumumkan hasil pemenksaan kepada pihak

tain.

Pasal 112
(1) Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh pemeriksa kepada
Ketua Pengadilan Negeri.
(2) Ketua Pengadilan Negeri memberikan salinan laporan hasil
pemeriksaan hanya kepada pemohon dan perseroan yang
bersangkutan.

Pasal 113

(1) Dalam hal permohonan untuk melakukan pemeriksaan dikabulkan,
maka Ketua Pengadilan Negen menentukan jumlah maksimum biaya

pemeriksaan.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud dibayar oleh perseroan.

(3) Ketua Pengadilan Negeri atas permchonan perseroan dapat
menetapkan penggantian seluruh atau sebagian biava pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada pamohon. anggota
Direksi, dan atay Komisaris,

EABIX
PEMBUBARAN PERSEROAN DAN LIKUIDASI

Pasal 114

Perseroan bubar karena

4. keputusan RUPS:

b. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar
telah berakhir:

¢. penetapan Pengadilan.

Pasal 115
(1) Direksi dapat mengajukan usul pembubaran perseroan kepada
RUPS.
(2) Keputusan RUPS tentang pembubaran perseroan sah apabila diambil
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 avat
(1) dan Pasal 76. _
(3) Perseroan bubar pada saat yane ditetapkan dalam keputusan RUPS.

(4) Pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditkuu
dengan likuidasi oleh likuidator.
Pasal 116

(1) Dalam hal perseroan bubar karena jangka waktu berdinnya berakhir
sehagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Menteri atas
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(2)

(4

(1
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permohonan Direksi dapat memperpanjang waktu tersebut.
Permohonan memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUFPS
yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit
3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah disetujui paling sedikit oleh 3/4 (tiga perempat)
hagian dan jumlah suara tersebut.

Permohanan memperpanjang jangke waktu sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan permohonan persetujuan perubahan Anggaran
Dasar, diajukan kepada Menteri paling lambat 90 (sembilan puluh)
hari sebelum jangka waktu berdirnya perseroan berakhir.
Keputusan Menleri atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
permohonan diterima.

Dalam hal jangka waktu berdirinya perseroan berakhir dan RUPS
memutuskan tidak memperpanjang jangka wakiu tersebut, maka
proses likuidasinya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Bab
ini.

Pasal 117

Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas -

a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan kual prseroan
melanggar kepentingan umum.

h. permohonan | (satu) orang pemegang saham atau lebih yang
mewakili paling sedikit 1/10 (satn persepuluh) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;

c. permohonan kreditor berdasarkan alasan :

1} perseroan tidak mampu membayar utangnya setelah
dinyatakan pailit; atau

2) harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi
seiuruh utangnya setelah pernyataan pailit dicabut; atau

—

(2)

(n

(2}

(3)

(4)

(1)

d. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan
adanya cacat hukum dalam Akta Pendirian perseroan.

Dalam penetapan pengadilan ditetapkan pula penunjukkan
likuidator.

Pasal 113
Palam hal perseroan hubar, likuidator dalam waktu paling lambit
30 ttiga puluh) harn wadib |
& mendaftarkan dalam duftar sebagaimina dimaksud dalam Pasal
it iy :
b, mengajukan permchonan untuk diumumkan dalum Berita
Nezara Republik Indonesia:
c.  mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar hariun; dan
d. memberilahukian kepada Menten.
Selama pendafiaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalum
ayat (1) huruf a, hural b, dan huruf ¢ belum dilakukan, bubamya
perseroan lidak berlaku bagi pihak ketiga.
Dalam hal likuidator lalai mendaftarkan sebagaimana dimaksudkan
dalam ayat (1) huruf a, maka likuidator secara tanggung renteng
bertanggune jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga.
Dalam pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) wajib disehutkan nama dan alamat likuidator.

Pasal 119

Dalam hal perseroan bubar, maka nnaﬁﬁm.: tidak dapat melakukan
hukum kecuali diperlukan uniuk membereskan kekayaannya dalam
proses likuidasi.

Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
meliputi :

a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan perseroan;
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(h

LA
=

b. penentuan tata cara pembagian kekayaan;

c. pembayaran kepada para kreditor;

d. pembayarzn sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang
saham; dan

tindakan-tindakan lain yang proses likuidasi, maka pada surat
kehiar dicantumkan kata-kata "dalam likuidasi” di belakang

i

1LY mu_...H%n._.D;_._.

[*asal 120

Likuidator dari perseroan yang teluh bubar wajib memberitahukan

kepada semua kreditormya dengan surat tercatat mengenal bubarnya

[ETSErain.

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :

a. nama dan alamat likuidator;

b, tata cara pengajuan tagihan: dan

c. jangka wakiu mengajukan tagihan yung tidak boleh lebih dari
120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan
diterima.

Kreditor yang mengajukan tagihan sesual dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hurcf b dan huruf ¢, dan

kemudian ditolak, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri

paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal

penolakan. L

Pasal 121

Kreditor yang tidak mengajukan tagihannya sesuai dengan ketentuan
Pasal 120 ayat (2) huruf ¢, dapat mengajukan tagihannya mmelalui
Pengadilan Negeri dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak
bubarnya perseroan didaftarkan dan diumumkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 118.

v i — j

(2) Tagihan yang diajukan kreditor sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) hanya dapat dilakukan terhadap sisa kekayaan perseroan vang
belum dibagikan kepada pemegang saham.

Pasal 122

(1) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator. maka Direksi bertindak selaku
likuidator.

(2) Kelentuan mengenai pengangkatan. pemberhentian s¢meniara.
pemberhentian. wewenang. kewajiban. tanggung jawab. dan
pengawasan terhadap Direksi belaku pula bagi likuidator.

Pasal 123
Atas permohonan | {silu) orang atau lebih vang berkepentingan atau
atas permohonan kejaksaan, Ketua Pengadilan Negeri dapat menganz hat
likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama karena vang
bersangkutan tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya atau
dalam hal utang perseroan melebihi kekayaan perseroan.

Pasal 124
(1) Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atas likuidasi vang
dilakukan.
(2) Sisa kekayaan hasil likuidasi diperuntukkan bagi para pemegang
saham.

(3) Likuidator wajib mendaftarkan dan mengumumkan hasil akhir
proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 serta
mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar harian.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN
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(1)

(2}

(3

(1)

Pasal 125

Akta Pendirian perseroan vang telah disahkan atau Anggaran Dasar
vang perubahannya telah disetujui sebelum Undang-undang ini
berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-
undang im.

Akta Pendirian perseroan yang belum disahkan atau Anggaran Drasar
yung perubiahunnya belum disctujui oleh Menteri pada saal
berlakunya Undang-undang ini. wajib disesuaikan dengan ketentuun
Undang-undang ini. .

Diatam waktu 7 (dua) tahun echitung sejuk Undang-undang ini muiai
hertaku. semua perseroan yang didirikan dan telah disahkan
herdasarkan Kitab Undang-undung Hukum Dagang (Wetboek van
Koophande!. Stzatsblad 1847 : 23). harus telah disesunikan dengan

kelentuan Undang-undang ini.

Pasal 126

Dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunyas Undang-
undang ini, badan hukum yang didirikan berdasarkan Ordonansi
Maskapai Andil Indonesia (Ordonantic op de Indonesiche
Maatschappij op Aandeelen, Staaisblad 1939 1 569 jo 717), wajib
mengajukan permohonan pengesahan atas Akta Pendirian dan
Anggaran Dasar kepada Menteri.

Terhadap badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang
Anggaran Dasarmya telah memperoleh pengesahan Menteri, berlaku
ketentuan Undang-undang ini.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 127

Bagi perseroan yang melakukan kegiatan tertentu di bidang pasar modal
berlaku ketentuan Undans-undang ini, sepanjang tidak diatur lain dalam
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peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BADB X1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 128

(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini. Buku Kesat Titel Ketiga
Rugian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 50 Kitab Undang-
undang Hukum Dagang (Werboek van Koophandel. Staatshlad 1847
© 23) yang mengatur mengenal Perseroan Terbatas berikur segal:
perubahannya, terakhir dengan Undang-unding Nomor £ Tahuz
1971, dinyatakan tidak berlaku.

|2) Seeala peratran pelaksanaannya dan Buku Kesatw Titel Keng:
Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 36 Kitab Undanz-
undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel. Staatsblad 1847
: 23) yang mengatur mengenai Ferseroan Terbatas berikut segala
perubahannya, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun
1971 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau
belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

(3) Terhitung 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini.

Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (Ordonnantie op dz

Indonesische Maatschappij op Aandeelen, Staatsblad 1939 : 569 jo

717) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 129

Undang-undang ini mulai berlaku | (satu) tahun terhitung sejak tanggal
diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

L
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1995

TENTANG
PERSEROAN TERBATAS
UMUM
Garis-garis Besar Huluan Negarn meneguskan bahwa “sasuran
Pembangunan Jangka Punjang Kedua adalah terciptanya kvalitas manusia

dan kualitas masyarakat Indonesia vang maju dan mandiri dalam suasana
tenteram dan sejahtera lahir dan bann, dalam tata kehidupan bangsa In-
donesia yang serba berkeseimbangan dan selaras dalam hubungan antara
sesama manusia, manusia dengan musyarakat, manusia dengan alam dan
lingkungannya, manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa."

Di bidang ekonomi, sasaran umum pembangunan tersebut antara
lain diarahkan kepada peningkatan kemakmuran rakyat yang makin
merata,

Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan berbagai sarana
penunjang antara lain tatanan hukum yang mendorong, mengeerakkan,
dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi.

Salah satu materi hukum yang diperlukan dalam menunjing
pembangunan ekonomi adalah ketentuan-ketentuan di bidang Perseroan
Terbatas vang menggantikan ketentuan hukum yang lama.

Dengan ketentuan-ketentuan baro ini, E:Eumrm:.wm?ﬂcu: Terbatas
dapat menjadi salah sat pilar pembangunan ekonomi nasional yang
berasaskan kekeluargaan menurur dasar-dasar demokrasi ekonomi
sebagal pengejawantahan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945,
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Memperhatikan peran yang diberikan kepada Perseroan Terbatas
dalam tata ekonomi nasional sebagaimana dimaksud di atas, maka
kebutuhan akan penataaan seluruh peraturan perundang-undangan
Perseroan Terbatas dirasakan sangat mendesak,

Ketentuan tentang Perseroan Terbatas yang diatur dalam Kitab
Undang-undang Hukum Dagang sudah tidak lagi dapat mengikuti dan
menwnuhi kebutuhin perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang
sangat pesat dewasa im. Oleh karena itu dibutuhkan kebijaksanaan baru,
misalnya dalam hal decisa, bantuan luar negen, pemimisman imoedal asing,
peningkatan kerjasama imernastonal, sistem perbankan, pasar modal dan
lgin sebagainyy.

Perkembangzan bane tersebut makin mengaitkan perckonomian In-
donesia dengan perekonomian duma, sehingga perckonomian Indone-
s1a tidak dapat menutup din erhadap pengamh dan wntunan globalisasi.
MNamun pengaturan di bidang Persernan Terbatas yang baru karus tetap
bersember dan setia pad 1 asas perekonomian yang digariskan dalam
Undang-Undang Dasar 1945, yaitu asas kekeluargaan,

Mengingat Perseroan Terbatas sebagai badan usaha berbentuk badan
hukum yang modalnya terdiri dari saham-saham sehingga merupakan
persekutuan modal, maka dalam Undang-undangan i ditetapkan bahwa
sermua saham vang ditempatkan harus disetor penuh agar dalam
melaksanakan usahanya mampu berpungsi securi sehat, berdaya guna
dan berhasil guna.

Di samping itu Undang-undang ini harus tetap dapat melindungi
kepentingan setiap permegang saham, kreditor, dan pihak lain yang terkait
serta kepentingan Perseroan Terbatas itu sendiri. Hal ini penting, sebab
pada kenyataannya dalam suatu Perseroan Terbatas dapat terjadi
perientangan kepentingan antara para pemegang saham dengan Perseroan
Terbatas, atau kepentingan antara para pemegang saham minoritas dengan
pemegang saham mayoritas, Dalam benturan kepentingan tersebut kepada
pemegang saham minoritas diberikan kewenangan tertentu, antara lain
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TIPS AT P S

hak untuk meminta Rapat Umum Pemegang Saham dan memohon
diadakan pemeriksaan terhadap jalannya perseroan dengan penetapan
Ketua Pengadilan Negeri.

Untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat akibat
menumpuknya kekuatan ekonomi pada sekelompok kecil perlu pelaku
ekonomi serta sejauh mungkin mencegah monopoli dan monopsoni dalam
segala bentuknya yang merugikan masyarakat. maka dalam Undang-
undang ini diatur pula persyaratan dan tata cara untuk melakukan
pengzabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan.

Demikian pula dalam rangka perlindungin kreditor dan pihak keriea,
ditetapkan persyaratan mengenai pengurangan modal, pembelian kembaii
suham dan pembubiran perseroan.

Tanpu mengurangi upaya untuk memberikan perlindungan terhadap
pemegang saham minoritas tersebut, diperhatikan juga perlindungan
kepentingan umum dan kepentingan perseroan ity sendiri, antara |ain
dengan menegaskan tugas, wewenang, dan tanggung jawab organ
perseroan.
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Mo S .

PASAL DEMI PASAL i ditentukan lain dalam undang-undang ini.
Pasal 1 s
Cukup jelas Tempat kedudukan perseroan sekaligus merupakan pusat
perseroan. Perseroan wajib memilih alamat di tempat
Pasal 2 kedudukannya yang harus disebutkan antara lain dalam surat
Cukup jelas menyurat dan melalui alamat tersebut perseroan dapat dihubungi.
Pusal 3 Pasal 6
Ayt (1) vl Ketentuan ini menegaskan bahwa pada dasamya jangka wakiu
: apli3nt ; rseroan . . : i
Ketentuan dalam Pasal inl mempertegas Ciri pers 5 berdirinva perseroan tidak terbatas. Akan tetapi, apabila jangka
SE . ; TUNg jawa N
terbatas, bahwa pemegang saham _”_n_:wm _HdE._mnr mh“. " waktu tersebut ingin ditentukan, maka hal tersebut harus
sehesar nilai suham yang diambilnya dan tidak meliputi ditegaskan dalam Anggara Dasar.
harta kekayaan pribadinya. Pasal 7

Avyat (2)
Dalam hal-hal tertentu, tidak tertatup kemungkinan
hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut.
Hal-hal tertentu dimaksud antara lain apabila terbukti bahwa
terjadi pembauran harta kekayaan pribadi ﬁnnﬁm.n:m m.m_.dma
dan harta kekayaan perseroun, sehingga perseroan didirikan
semata-mata sebagai alal yang dipergunakan pemegang
caharm untuk memenuhi tujuan pribadinya.

Avat(l)
Yang dimaksud dengan "orang" adalah orang perseoranzan
atan Fadan hukum.
Ketentuan ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan
Undang-undang ini bahwa pada dasamya sebagai badan
hukum, perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian. dan
karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang

saham,

Pasal 4 -

Berlukunya Undang-undang ini, Anggaran Dasar wﬂ.mnamﬁ dan 5 s

peraturan perundang-undangan lainnya, tidak nﬁ:m:ﬂm_._.m_ pula !

kewajiban setiap perseroan untuk menaati asas etika baik, asas Avat (3)

kepantasan, dan asas kepatutan dalam menjalankan perseroan. Cukup jelas

Yang dimaksud dengan "peraturan perund ang-undangan ﬁmm::.“__,m._ Ayat (4)

adalah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan Cukupelas

dengan keberadaan dan jalan perseroan, termasuk ketentuan- AatiS)

i 1 dang-undang Hukum Perdata )

”nmammnun”ﬂ“_w”uuwﬁﬂ ,ﬂwwrnﬂh M__._”M.w :nmmmmé:ﬁ_a:m Hukum Karena status dan karakteristiknya yang khusus, maka

Gmmwﬁm {Staatsblad _ma.q . 23), sepanjang tidak dicabut atan persyaratan jumlah pendiri Badan Usaha Milik Negara
mm 39
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Pasal &

Pasal 9

&0

(BUMN) diatur dalam peraturan perundang-undangan
tersendiri.

Ayat (0)

Cukup jelas

Ayat (T)

Cukup Jelas

Ayar(1)

Huruf a

Dulam mendirikan perseroan diperlukan kejelasan
mengenal kewarganegaraan pendiri. Pada dasarnya badan
hukum Indonesia yang berbentuk perseroan didirikan oleh
wiurgy negara tndonesia, namun demikian kepada warga
negara asing diberi kesempatan untuk mendirikan badan
hukum Indonesia yang berbentu perseroan sepanjang
Undang-undang yang mengatur bidang usaha perseroan
\ersehut memungkinkan, atau pendirian perseroan tersebut
diatur dengan undang-undang tersendirt.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan *mengambil bagian saham” adalah
jumlah saham yang diambil oleh pemegang saham pada

pendirian perseroan.

Avat (2)

Cukup jelas

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kuasa” dalam ayat ini adalah

Pasal 10

Notaris atay orang lain yang ditunjuk berdasarkan surat
kuasa khusus,

Avat (2)

Tangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak
permohonan yang diajukan dinyatakan telah memenuh
syaral dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan
ketemuan vang berlaku.

Aval (3]

Cukup jelas

Avat (11

Perbuatan hukum yang dimaksud antara lain mengendl
penvetoran saham dalam bentuk atau cara lain dan wang
tumil.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "diletakkan” adalah semua dokumen
yang memuat perbuatan hukum yang terkait dengan
pendirian perseroan yang bersangkutan harus ditempatkan
sebagai satu kesatuan dengan Akta Pendirian.

Penyatuan dilakukan dengan cara melekatkan atau
menjahitkan dokumen tersebut sebagal satu kesatuan
dengan Akta Pendirian. -

Ayat(3)

Pasal 1]

Dalam hal perbuatun hukum sebagaimana dimaksudkan
dalam ayat (1) tidak dicantumkan dalam Akta Pendinian
dan atau tidak dilampirkan sesuai ketentuan ayat (2). maka
perbuatan hukum tersebut hanya mengikat perseroan apabila
dikukuhkan menurut ketentuan Pasal 11.

Ayat (1)
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Ketentuan ini mengatur tata cara yang harus ditempuh untuk - Cukup jelas

mengalihkan kepada perseroan hak dan atau tanggung jawab Huruf f

yang timbul dari perbuatan hukum pendiri yang dibuat Cukup jelas

setelah perseroan didirikan tetapi belum disahkan menjadi Huruf g

badan hukum, melalui penerimaan secara egas, "

pengambilalihan hak serta tanggun g jawab dan pengukithan o Mﬂwcﬁ jetas
: uru

perbuatan hukum dimaksud.

Avat (2) Cukup jelas

Kewenangan perseroan untuk men gukuhkan perbuatan Huruf 1
hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ada pada Cukup jelas
RUPS. Huruf j
Tetapr mengingat bahwa RUPS hiasanya belum dapat Cukup jelas
diselengoarakan segera setelah perseroan disahkan, makii Pusil 12
pengukuhan dilakukan oleh seluruh pendiri, pemegang

, Avat (1)

saham dan Direksi.

Salama belum dikukuhkan, baik karena perseroan tidak jadi Cukup jetas

dirikan atau disahkan ataupun karena perseroan lidak Ayat (2)
melekaukan pengukuhan, maka perseroan tidak terikal. Cukup jelas
Pasal 12 Ayat (3)
Hurufa ! Dalam hal tidak ada tulisan singkatan "Tbk" berarti
Cukup jelas Perscroan Tertutup.
Huruf b fyatid)
Yang dimaksud dengan "kegiatan usaha perseroan’ adalah Cukup jelas
kegiatan yang dilakukan perseroan dalam rangka Pasal 14
mewujudkan maksud dan tujuan tersebut. Cukup jelas
Huruf ¢ Pasal 13
Lihat penjelasan Pasal 6 : Cukup jelas
Huruf d Pasal 16
Cukup jelas Cukup jelas
Huruf e
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Pasal 17 Cukup jelas

Ayat (1) Pasal 23
Cukup jelas ! . Selain sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang tentang
Ayat (2) Wajib Daftar Perusahan, Pasal ini mengatur sanksi perdata dalam
Pendaftaran hanya dapat dilukukan setelah perubahan ”._.M_ ”Mimﬂwu:. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 22
Angoaran Dusar dilaporkan kepada Menteri. . ek CARErT;
. Pasal 24
Puasul 15
. e e, - " Ayt (1)
Dinungkinkannya adanya perubahan Anggaran Dasar suatu )
perseroan yang dinyatakan pailit atas persetujuan kurator, Cukup jelas
dimaksudkan sebagal upaya yang dapat ditempuh untuk Myat (2)
membebaskan perseroan dari keadaan pailit, misalnya perubahin Saham atas nara adalah saham yang mencantumkan nam
vang burkitun dengan penambahan modal, penggantian Direksi pemesang atau pemiliknya.
dan atan Komisaris atau perubahan mandjemet. Saham atas tunjuk adulah saham yang tidak mencantumkan
Perubahan-perubahan tersebul harus dengan persetujuan kurator. nama pemegang atau pemiliknya. |
atau hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Pasal 25 :
kurator. .
i b W ) .. ) Ayat (1)
Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip kepailitan, antara lain ..l
e uk a5
semmua perbuatan hukum dalam keadaan pailit hanya dapat up Jetas
dilakukan oleh atau dengan persetujuan kurator. Ayat (2)
Pasal 19 ! Cukup jelas
Cukup jelas Ayat (3)
Pasal 20 : Ketentuan dalam ayat ini diperlukan untuk mengantisipast
Cukup jelas ; perubahan keadaan perckonomian.
Pasal 2
Pasal 21 -y
Ayat {1
Avat (1) yat (1)
Cukup |
Yang dimaksud dengan “Daftar Perusahaan” adalah daftar Rkuz Jias
perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Ayat (2)
Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib Daftar Perusahaan. Cukup jelas
Ayat (2) Ayat (3)
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Pasal 27

66

Cukup jelas

Ayat (4)

A Wik

Ketentuan ini menegaskan bahwa sejak tan geal pengesahan
tidak memungkinkan penyetoran atas suham secara
mengangsur. Kemudian mengangsur saham hanya
dilabukan sehelum pengesanan diberikan.

i
Padi wemumnyi penyetoran saham adalzh ditam bentok
pang. Namun demikian. tidak ditutup kemungkinan
penyetoran saham dalam hentuk lain baik berupis benda
herwnjud atan benda tidak berwujod vang dapat dinilai
dengan uung.

Penvetoran ittas siaham dilakukan pada st pendinan atau
sesudah perseroan memperoleh pengesahan sebagai badan
hukum.

Penyetoran siaham dalam bentuk lain selain uang yang
dilakukan pada saat pendirian dicantumkan dalam Akta
Pendirian. Sedangkan penyctoran dalam bentuk lain yang
dilakukan sesudah pengesuhan perseroan sebagal badan
hulkum dilakukan dengan persetujuan RUPS atau organ lain
vang ditunjuk oleh RUPS.

Penyetoran saham dalam hentuk lain selain uang harus
disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis
atay macam, status, tempat kedudukan dan lain-lain yang
dianggap perlu demi kejelasan mengenal penyetoran

tersebut.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ahli yang tidak terikat pada
perseroan’’ adalah orang perorangan atau badan hukum yang

disahkan oleh pemerintah, yang berdasarkan keahlian atau
pengetahuannya mempunyai kemampuan untuk menilai
harga benda tersebut.

Ayat {3)

Maksud diumumkannya penyetoran saham dalam bentuk
benda tidak bergerak dalam 2 (dua) surat kabar harian adalah
agar diketahui umuim dan memberikan kesempatan kepada
pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan
keberatan atas penverahan benda tidak bergerak tersebut
sebagai setoran sahum, Pengumuman mengenal penyetorarn
suhamn dalam bentuk banda tidak bergerak dilakukan dalam
surat kabar harian berbabasa Indonesia yang terbit atat
beredar di tempat kedudukan perseroan dan surat kabar
harian berbahasa lndonesia dengan peredaran nasional
Pengumuman tersebut memugl jumlah penyetoran saham
dalam bentuk benda tidak bergerak serta rinciannya
sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1.
Penyetoran saham dalam bentuk lain dicatat dalam Daftar
Pemegung Saham. 5

Avat (4)

Cukup jelas

Avat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tagihan terienta” antara lain "con-
vertible bond", sedangkan bentuk-bentuk tagihan lain sesual
dengan perkembangan dunia usaha diatur lebih lanjut
dengan peraturan Pemerintah.
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Pasal 29
Pada prinsipnya, pengeluuaran saham adalah suatu upaya
pengumpulan modal, mika kewajiban penyetoran atas saham
seharusny dibebankan kepada pihak lain. Demi kepastian, Pasal
ini menentukin bahwa perseroan tidak boleh mengeluarkan
Lilam uniuk dimiliki sendin,
Laranzin memiliki sendin salam yang dikeluarkan suatn induk
perusshain berliku jugs bagi anak perdsahaan,
Larangan bagi anak perusahaun memiliki saham yang
dikeluarkan oleh induk perusahaan didasarkan pada
pertimbangan balywa pemilikan saham oleh anak perusahazn
tidak dipat dipisahkan dari permlikan oleh induk perusahaunnys.
Yang dimaksud dengan “anak perusahaan” adalah perseroan
vang mempunyal hubungan khusus dengan perseroan lamnya
vitng terpudi kurena
4 lebil dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh
induk perusahaannya ;
b. lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam RUPS
dikuasai oleh mduk perusahaannya; dan atau
c.  komirol atas jalannya perseroan, pengangkatan. dan
pemberhentian Direks dan Komisaris sangat dipengaruhi
oleh induk perusahaannya;
Pasal 30
Ayat (1)
Pembelian kembali saham perseroan tidak menyebabkan
ditariknya saham tersebut, kecuali dalam hal pengurangan
maodal.
Huruf a
Yang dimaksud dengan "kekayaan bersih" adalah kekayaan
bersih menurut neraca terharn yang disahkan dalam wakm

6 {enam) buian terakhir.
Huruf b

Cukup jelas
Ayat (2)

Karena pemegang saham diwajibkan mengembalikan uang
_ vang diterima. maka perseroan juga diwajibkan

mengembalikan sahum yung telah dibeli tersebut kepada
pemegang siaham.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Ayat (1) : :
Pada dasarmya pembelian kembali hanya dapat dilakukan
atas persetujuan RUPS. Pasal ini memberi kemungkinan
bahwa pemberian persetujuan tersebut dapat dilimpahkan
kepada organ perseroan lainnya, yaitu Direksi atau
Komisars.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "modal perseroan” adalah medal
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dasar, modal ditempatkan dan moda disetor. Yang dimaksud dengan "alasannya” antara lain t <

Ayat (2) jaminan bahwa perseroan akan memenuhi kewajiban-
Cukup jelas kewajibannya kepada kreditor.
Ayat (3) Ayt (3) .
Cukup jelas ! Culup jelas
 Pasal 35 ! Pysal 39
_ "W Cukuop pelas Cukup jelas
— Pasal 36 Pasal 40
_ Ayat (1) Cukup jelas
) Cukup jelas Pasual 41
Avat (2] Avat(l)
Janeka wokw 14 (empat belas) han berliku bagi semua Ketertuan 1 dimak<udkan antok mencapal keseunbangan
perseroan, Kirena it Anggaran Dasar perseroan tidak boleh diantara pemegang <aham, sebagai akibat pengurangan
menentukan jangka waktu yang lain daii pada 14 (empat modal.
belas) han, | Penartkan tersebut memuatikan saham yung elah dibeh
Avat (3) sehingga tidak dapa dikeluarkan kembali,
i.v Cukup jelas Ayat (2}
O  pasal 37 Cukup jelas
. Ayat(l) h Pasal 42
Ying dimaksud dengan “"pengurangan modal” adalah Cukup jelas
pengurangin modal dasar, modal ditempatkan dan modal - Pasal 43
disetor Ayat (1)
Avat (2) Cukup jelas
Cukup jelas Avat (2)
Pasal 38 . .
Daftar Khusus tersebut salah satu sumber informasi
Ayat (1) mengenai besarmya kepemilikan dan kepentingan pengurus
Cukup jelas perseroan padi perseroan yang bersangkutan atau perseroan
Ayat (2) iain, sehingga pertentangan kepentingan yang mungkin

timbul dapat ditekan sekecil mungkin,
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Yang dimaksud dengan "keluarganya® adalah isteri/suami
dan anak-anaknya.

Ayat (3)

Cukup jelas
Moyat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

__u:.fh_ a4

Bukti pemilikan saham atas tunjuk berupa surat saham.

Bukti pemilikin saham atas nama diserahkun kepada para pihak

dun ditetapkan dalam Anggaran Dasar sesuai kebutuhian

Avat (1)
vasal ini memuat ketentuan bahwa para pemegang saham
lidak diperkenankan membagi-bagi hak atas saham menurut
kehendaknya sendiri,

Ayat (2)
Pembagian hak atas saham hanya dapat dilakukan dengan
bantuan perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 47.
Tika Anggaran Dasar memungkinkan, maka bagian terschut

dinamakan pecahan saham.

Pasal 46

=

Avat (1)
Yang dimaksud dengan "klasifikasi saham” adalah
kelompok saham yang satu saham lain mempunyai
karakteristik yang sama, dan karakteristik mana
membedakannya dengan saham yang merupakan kelompok
saham dan klasifikasi yang berbeda.

Ayar (2)

Cukup jelas

Avyar (3)
Yang dimaksud dengan "saham biasa" adalah saham yang
memberikan hak suara untuk mengambil keputusan dalam
RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan
pengurusan perseroan. hak menerima pembagian dividen
dun sisa kekayaan dalam proses likuidasi.
Hak susra yang dimiliki oleh pemegang saham biasa dapar
dimiliki juga oleh pemegang saham klasifikast lain.

Ayat {4)
Bermacam-macam unsur klasifikasi saham ini tidak selalu
menunjukkan bahwa klasifikasi tersebut masing-masing
berdin sendirt werpisah satu sama lain. Suat klasifikas)
dapat merupakan gabungan antara 2 (dua) atau lebih unsur-
unsur klasifikasi tersebut.

Yasal 47

Ayat (1)
Pecahan saham hanya dapat dikeluarkan berdasarkan
ketentuan dalam Anggaran Dasar. Pengaturan dalam
Anggaran Dasar untuk kemungkinan pemecahan saham
tidak memberikan hak kepada pemegang saham, untuk |
melakukan sendini pemecahan saham. .

Ayat (2) |

Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 49
Ayar (1)
Yang dimaksud dengan "akta", baik berupa akta yang dibuat
dihadapan Notaris maupun akta dibawah tangan.
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Ayat (2) Pasal 52

Cukup jelas Cukup jelas
Ayat (3) m Pasal 53
Cukup jelas Avat ()
Avat (4) : Cukup jelas
Cukup jelis ! Ayat (2)
Avar (3 Cukup jelos
Cukup jelns
Pasal 50 Ayvat (3)
Cukup jelus Ketentuan ini dimaksudkan agar perseroan atau pihak lain
Pasal 51 yang berkepentingan dapat mengetahui mengenai status
saham lersebut
Avar 1) 4
Yang dimaksud dengan “hargs yang wajar™ dapat berupa Ayt (4)
hargu pasar atau harga yane ditetapk:n oleh ahli penila Cukup jelas
harga saham yang tidak terikat pada perseroan. Pasal 54
Fenetapan jangka waktu 30 (tiga puluh) har dimaksudkan Ayat (1)
_._m...tE:__.;.,:rn_,,.._;:.:..Uu:fp.il#fﬁ:mr; wikiu terschut Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak
pemegang saham mempunyai kebebasan umuk menawarkan . memberikan hak kebendaan kepada pemegangnva. Hak
saham tersebut kepada pihak lain tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang
Ayat (2) Ayat (2)
Pemilikin saham oleh karyawan ?ua.m,....uqru:._w:ﬂ ind tidak . Gugatan yang diajukan pada dasarnya berisikan
mengubah status saham tersebut menjadi saham Karyawan permohonan agar perseroan menghentikan tindakan yang
Ayat (3) merugikan tersebut dan mengambil langkah-langkah
Cukun jelas tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudsh timbul
Ayat (4} H:M:EE untuk mencegah tindakan serupa dikemudian hari.
Ayat
Cukup jetas yat (3)
. Cukup jelas
Ayat () Dacalxs
asal 55
Cukup jelas
Cukup jelas
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= T e R -
A :ﬁ:gmwﬂnmwﬂmuqm. maka .m_.mauu atau penyebab hal ini
perlu dijelaskan secara tertulis kepada RUPS agar RUPS
Hurufa dapat menggunakannya sebagai salah satu bahan |
Cukup jelas pertimbanguan dalam memberikan penilaian terhadap
Hurefb | laporan tersebut.
Yang dimaksud dengan "neraca gabungan” adalah neraca Fasal 38
konsolidasi. sesuai dengan Standar Akuntansi Keungan Avat {1}
yang berfaku. Yang dimaksud denzan "Standar Akuntansi Keuangan”
adalah prinsip-prin::;) akuntansi vang telah diakur dan
L F i disetujum oleh Kalangan akuntan Indonesia bersama instans)
Termusuk il vang harus dilaporkan adalah perkiraan Pemerintah yang berwenang.
menoemn perkembiangin perseioun untuk s aka vang akan Ayaril
duatung Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas Ayat (1) _
Huruf ¢ Kewajibun untuk menverahkan perhitungan tahunan kepada
Cukup jelas akuntar publik untuk diperiksa timbul dari sifar perseroan
Hural yang bersangkutan.
Cukup jetas . Kewajiban untuk menyerahkan perhitungan tahunan kepada
it pengawisan ekstern dibenarkan dengan asumsi hahwa
s keperceyaan masyarakat tidak boleh dikecewakan,
Cukup jelas Demikian pula bugi perseroan yang untuk pembiavaannya
s _ yang p 3 ¥
Brup ey b mengharapkan dana dari pasar Modal 1.
Ayar {1y . Humfa
Cukup jelas Yang dimaksud dengan "perseroan yang bidang usahanya
Ayat (2) berkaitan aengan pengerahan dana dari masyarakat” antara
Laporan Tahunan yang digjukan kepada RUPS harus ; lain Bank, Asuransi dun Reksa Dana.
ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris, Mok h
karena laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Yang dimaksud dengan "surat pengakuan utang" antara |
mereka daiarn melaksanakan tugasnya. Ohbligasi

Apabila ada diantara anggota Direksi atau Komisaris tidak

i _ 77
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Shosrs Berdasarkan | uan ini RUPS dapat menetapka:
Cukup jelas sehagiun atau seluruh laba bersih akan digunakan untuk
o pembagian dividen kepada pemegang saham, atau
¥ . pembagian lain seperti tansiem (tantieme) untuk Direksi
Cukup jelas dan Komusaris, bonus untuk karyawan, cadangan dana sosial
avat (3) dan lain-lain, atau penempatan laba bersih tersebut dulam
Ketentuan ini menegaskan bahwa akuntan publik tersebut cadangan perscroan yang antara lain diperuntukkan bagi
perfussan usahia perseroan.

bertanggung juwab atas hasil pemeriksaan yang
dilskukannya

Myat (4) Ayar(2)
Litat penjelasan Pasal 27 ayat (3) Cukup pelias
Frasal 60 Avur it
Avati ) Cukup pelas
Cukup jelus Aval (4]
Ayat (2) Cukup pelas
Cukup jelos Pasal 63
Avat (3) Cukup jelas
Perhitungan tahunan yang dihasilkan harus mencerminkan Pasal 64
keudaan yang sebenamya duri aktiva, kewajiban, modal dan , Avat (1)
haszil usaha dan _._n:...u:_..:... Direks: dan _/Dn:.,:_ﬂJ DulsinAnggsran Dasar dapat divetipkan te RUPS yane
mempunyai tanggung jawab penuh akan kebenaran 15i = ik jadic
. dapat dilakukan diluar tempat kedudukan perseroan.
perhitungan tuhunan perseroan pada khususnya dan laporan 3 3
tahunanan pada umumnya. yat(s)
Ayat (4) Cukup jelas
Yasi 3
Cukup jelas riesal
Pusal 61 Cukup jelax
o TP U
Cukup jelas A0S
Pasal 62 Cukup jelas
§
Ayat (1) Pasal 67
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Ayat (1) Ayat (5) <
Cukup jelas Cukup jelas

Ayat (2) Ayal (6)

Cukup jelas Cukup jelus

Ayat (3) Pasal 70
Cukup jelas Ayat (1)

Avat (4) Pengumuman dumaksudkan untuk memberikan kesempatan
Ketentuan i dimaksudkan agar peluksanaan RUPS tidak kepada pemegang saham memberi usul kepada Direksi
Lt untuk menambah acara RUPS

Pasal fifl

Aviat 1) Ayt {2)

Cukiup rekis Cukup jelus

Avat (2) L K
Pemangeilan RUPS adalah kewajiban Direksi. Namun Cukup jelas
dalam hal Direksi berhalangan atauw ada pertentangan Pasal 72
kepentingun antard Dirsksi dan perseroan, pemanggilan Ayat (1)

RUPS dapat dilukukan oleh Komisaris, Ketentvan dalam ayat ini sejalan dengan ketenmuan Pasal
Paszal 69 __ 46, yaitu perseroan dapat mengeluarkan satu atau lebih

Ayat (1) klasifikasi saham
Cukup jelas | Kebebasan untuk menerbitkan saham dalam beberapa

Ayat (2) _ klasifikast memberi kemungkinan diberikan atan tidaknya

hak suara pada saham yang diterbitkan, termasuk dalam
Ketentuan ini untuk memasokan panggilan tersebur telah _ e ol ] . s
. hal ini variasi dari hak svara it sendin.
dilakukan dan ditujukan ke alamat pemegang saham
Avat (3) Dalam hal Anggaran Dasar tidak menentukan hal tersebut,

A "

7 maka dapat dianggap bahwa setiap saham yang dikeluarkan
Cukup jelas mempunyai satu hak suara.

Ayat (4) Ayat (2)

Cukup jelas Dengan ketentuan ini, saham persercan yang dimiliki oleh
perseroan tersebut, baik secara langsung maupun tidak
EQ L4
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langsung tidak mempunyai hak suara dan tidak dihitung
dalam peneniuan korum
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 73
Avat ()
Penyimpungan atas ketzntuan Pagal 73 ayat (1) hanya
dimunekinkan dalam hal vang ditentukan Undang-undang
it Angearan Dasar tidak boleh menentukan komim yang
lebih kecil dari pada Korum vang ditentukan oleh Undana-
undang 1m
Avar 2y
Karena pungeilan RUPS mn sebaga akibat dan tidak
tercapiinya konmm daliom RUPS pertuma, maka acarn RUPS
kedu hirus sama sepert acara RTJPS pertama,
Ayat (3)
Cukup jelas
Avat (4)
Cukup jelas
Ayat (3]
Cukup jelas
Avat (8)
Dalam nak Ketua Pencadilan Negeri berhalangan,
penetapan dilakukan oleh pejabat lain yang mewakili Ketua.
Pasal 74
*ada dasarmnya semua keputusan RUPS harus dicapai melalu
musyawarah untuk mufakat. Apabila setelah diusahakan

musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, keputusan RUPS
dapat diambi] melalui pemungutan suara dengan suara terbanyak.

Secara umum, suara terbanyak yang diperlukan adalah suara
terbanyak biasa yaitu jumlah suara yang lebih banyak dani
kelompok suara lain tanpa harus mencapai lebih dan setenzah
keseluruban suara dalam pemungutan suara tersebut, Namun
demikian. dalam lLal-hal tertentuk keputosan RUPS vang
berkaitan dengan sesuatu vang sangat mendasar bagi keberadazan,
kelungsungan atau sifat suatu perseroan, Undang-undang ini atau
Anggaran Dasar dapat menetapkan svara terbanyak vang lebih
besar dari pudla suara terbanvak biasa, yaitu suara terbianyvak
mutluk (ubsolute magonty) atau suara terbanyak khusus (quali-
fiedfspecial nmyoriiy). Sudra terbanvak mutlak adalah svara
terbanyak vang lebih darn 1/2 (satu perdua) dari selurub jumish
suart dalam pemuoneutin suara tersebut.
Sedunghkan suara teebsins ok Khosus adalab suari techatnyvak vang
ditentukan secara pastt jumlabinya sepertt 203 (dua pertiga), 54
[tiga perampat), 33 (tig perlima) dan sebagainya.

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pusal 77
Penandatanganan oleh | (satu) orang pemegang saham vang
ditunjuk diuri dan oleh peserta RUPS dimaksudkan untuk
menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut.

Dalam hal risalah RUPS tersebur dibuat oleh Notaris maka
kewajiban menandatangani tersebut tidak diperiukan.

Pasal 78 -
Ayt (1) .

Pengambilan keputusan RUPS dengan "cara lain” adalah
keputusan yang diambil dengan cara mengirimkan secara

B3
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tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang
snham dan keputusan ini hanya sah apabila semua pemegang
saham menyetujui secara tertulis cara pengambilan
keputusan dan usul tersebut. Cara lain ini tidak berlaku bagi
perseroan yang mengeluarkan saham atas tunjuk.
Avat (2)
Cukup jelas
Pasal 79
Ayat (1)
Ketentuan i1 menugaskan Direksi untuk mengurus
perseroan vang antani fain meliputi pengurus sehari-har
dar perseroan.
Avar {2)
Cukup jolas
Ayat (3)
Jangka wakiu 5 (lima) tahun terhitung sejak yang
bersangkotan dinyatakan bersalah menyebabkan perseroan
pailil atau apabila dihukum terhitung sejak selesal menjalani
hukurman,

Pasal 80
Cukup jelas
. Pasal 8]
Cuokup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Ayat(l)
Undang-undang ini memilih sistem perwakilan kolegial,
tetapi untuk kepentingan praktis masing-masing anggota

a4

Direksi berwenang mewakili perseroan. :
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Aval (1)
Cukuyp jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Dalam hal tindakan Direkst merugikan persercan, maka
pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana
ditctapkan dalam ayat ini dapat mewakili perseroan untuk
melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalug
Pengadilan.

Pasal 86
Ayat (1)
duruf a

Daftar Pemegang Saham dibuat sesuai dengan ketentuan
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 43

Huruf b

Cukup jelas
Ayal (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

85
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Pasal 87
Setiap perubalian dalam kepemilikan saham tersebut wajib pula
ditaporkan. Laporan Direksi mengenai hal ini dicatat dalam
Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).
Yane dimaksud dengan “keluargannya”, lihat Penjelasan Pasal
43 m.w&__ 2},
Pusul 88
Cukur felas
Pusal 89
Cukup jelis
Paxal 90
Cublup jehis
Pusil 91
Aot ()
Cukup jelas
Ayt {2)
Apabila yang bersangkutan tidak hadir. maka RUPS dapat
memberhentikan tanpa kehadirannya.
Avat (3)
Cukup jelas
Pasal 92

Ayar (1)
Mengingat bahwa pemberhentian hanya dapat dilakukan
dalam RUPS vang memerlukan wakiu untuk
melaksanakannya, maka untuk kepentingan perseroan tidak
dapat ditungeu sampai diadakan RUPS. Oleh karena itu
wajar kepadis Komisaris sebagai organ pengawas diber
kewenangan untuk melakukan pemberhentian sementara.

86

Ayat (2).
Cukup jelas

Aval (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Panggilan RUPS harus dilakukan oleh organ perseroan vang
memberhentikan sementara tersebut,

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayal {G)
Cukup jelas

Ayal (7)
Cukup jelas

Pasal 93 "
Cukup jeias
Fasa| 94

Ayat (1)
Perkataan "Komisaris” mengandung pengeriian baik
sebagai "organ” maupun sebagai "orang perseorangan’.
Sebagai "organ”, Komisaris iazim juga disebut "Dewan
Komisaris", sedangkan sebagai "orang perseorangan”
disebut "anggota Komisaris”.
Sebagai "organ”, dalam Undang-undang ini pengertian
"Komisaris” termasuk juga badan-badan lain yang
menjalankan tugas pengawasan khusus di bidang tertentu.

Ayat (2)
Untuk perseroan yang dalam kegiatan usahanya melakukan
pengerahan dana masyarakat, diperlukan pen gawasan yang
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lebih besar karena menyanghkut kepentingan masyarakat,

Ayat (3)

Pisdl 95

Berbeda dengan Direksi, dalam hal tersebut lebih dari |
(satu) orane Komisans, maka sebagia majelis, Komisaris
tidak dapat bertindak sendiri-sendiri untuk mewakili

perseroan.

Cukup jelas

Pasal 96

Lihiat penjelisan Pasal 79 vt (3.
Pusal 97

Cukup juelus
Pusal 9

Cukup jelus

Pusal w9

(R

Setiup perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib pula

dilaporkan. Laporan Komisaris mengenai hal ini dicatat dalam
Duftar Khusus sebagaimana dimaksud dalum Pasal 43 avat (2).

Yang dimaksud dengan "keluarganya”, lihat Penjelasan Pasal

43 ayat (2).

Pasal 100

Ayar{l)

Cukup jelas

Myat (2]

RA

Ketentuan ini memberi wewenang kepada Komisaris untuk
melitkukan pengurusan perseroan yang sebenamya hanya
dupat dilakukan oleh Direksi dalam hal Direksi tidak ada.
Apabila ada Direksi, Komisaris hanya dapat melakukan
tindakan tertentu yang secara tegas ditentukan dalam

Undang-undang ini.

Ayal (3)

Pasal 101

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 102

Avyat (1)

Cukup jelas

Avat (2}

Hurui a

Cukup jelas

Humuf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Dalam tata cara konversi saham selain perbandingan
penukaran saham termasuk juga penentuan jumlah
pembayaran uang kepada para pemegang saham dari
perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri.
Pembayaran vwang kepada para pemegang saham dari
perseroan vang menggabungkan atau meleburkan diri
adalah merupakan ganti rugi kepada para pemegang saham
yung tidak menghendaki penggabungan atau pelebuaran
tersebut. Dalam hal dilakukan pembayaran kepada para
pemegang saham terscbut dengan vang, agar diperhitungkan
harga sahamnya menurut nilai yang wajar.

Humfd

Cukup jelas

Hurufe
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Cukup jelas Ayat (2)
Hamft Pengumuman disini dimaksudkan memberi kesempatan
Gy jekus kepada pihak-pihak yang bersangkutan mengetahui adanya
A s rencana tersebut. Apabila mereka merasa kepentingannya
LS . dirugikan jika rencana tersebut dilaksanakan, mereka dapat
Cukup jelas mengamhil langkah-langkah tertentu guna membela
yaxal 103 kepentinganya.
Fengambilalihin vang dimakswd dalam pasal ini tidak Pasal 106
mengurangt ketentuan sebagaimana dimaksod dalam Pasal 7. Cukup jelus
Pasal 104 Pasal 107
Avar (1) Cukup jelas
Ketentuan i menegskan hahwa penggabungan, peleburin Pasal 108
ditn pengambilalibion ndak dapet dilabukan kalou akan Penginriman dimiksudkan /apar pibak Ketisn van
e iy % = 17l ire 1 ¥ T H I " Y o : 1 ' i ! -u.—. ﬂ1_|H \.-lw m
Er:_ww_.::_ kepentingan pihak-pihak tertentu. . berkepentingan mengetahuy bahwa telah dilakukan
Selanjutnyy dalam penggabungan, peleburan, dan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan.
mnamz.:é__u::m: :.E.:m pula Ennmm‘.,_._ kemungkinun Dalam hal ini pengumuman wajib dilukukan paling lambat 30
terjadinya monopoli, atau monopsoni dalam berbagm (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal :
bertok yang menugikan masyarakat, . : i P
; i persejuan Menten atas perubahan Anggaran Dasar dalam
Ayat (1) . . hal terjadi pengzabungan;
Pemegang saham minoritas mempunya Tmr, untuk menjual b. laporan diterima Menteri baik dalam hal terjadi perubahan
sahamaya sesuai dengan harga yang wajar. Dalam hal hak Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
tersehut tidak dapat terlaksana, maka pemegang saham (3) nﬁnﬁc:uﬁ:m:nn.w.a?n_.ﬁmﬂnErmrE. Anggaran Dasar;

minoritas dapat tidak menyetujui rencana penggabungan.
peleburin dan pengainbilalihan yang diajukan oleh Direksi
dan meluksanakan haknya sebagiimana dimaksud dalam
Pasal 535.

¢. pengesahan Menteri atas Akta Pendirian perseroan dalam
hal terjadi peleburan.

Pasal 109

Cukup jelas
Pasal 110

Ayat (1)

Sebelum melakukan tindakan ini pemohon telah terlebih
dahulu meminta langsung kepada perseroan data atau

Pasal 13
Avat (1)
Cukup jelas
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keterangan yang dibutuhkannya. Dalam hal perseroan . Ayat (7)
menolak atan tidak memperhatikan permintaan tersebut, Cukup jelas
maka Undang-undang memberikan upaya ini sebagai jalan Pasal 112
keluar. Cukup jelas
Ayat (2) Pasal 113
Cukup jelas Ayat (1)
Ayat (3) Dalam menetapkan blaya pemecksaan bagl pemeriksa,
Huruf a : Ketua Pengadilan Negerni mendasarkannya atas keahlian
Cukup jelas pemeriksa dan dalam batas kemampuan perseroan,
Huruf b Avat (2)
Cukup jelas Cukup jelas
Huruf ¢ Avar (3)
Cubup jelas Cukup jelas
Pasal 111 Pasal 114
Ayat (1) Cukup jelas
Cukup jelas
Ayat (2) Pasal |15
Cukup jelas Cukup jelas
Ayat (3) Pasal 116
Yang dimaksud dengan “ahli" adalah orang yang Cukup jelas
mempunyai keahlian dalam bidang yang akan diperiksa. Pasal 117
Ayat (4) Ayar(l) -
Cukup jelas Hurufa
Ayat (5) . Cukup jelas
Yang dimaksud dengan *dokumen” adalah semua buku, Hunifh
catatan, dan surat yang berkaitan dengan kegiatan perseroan. Cukug jelas
Ayat (6) Huruf ¢

ik jelas i
ukup jelas Diperlukannya permohcnan kreditor tersebut karena
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kepailitan tiduk dengan sendirinya mengakibatkan perseroan
bubar.
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (2]
Cukup jelas
Yasal 118
Avardl)
Tangki waktu 30 (tiga pulul) bt techitung sejuk -
2. dalam hal perseroun dibubarkan oleh RUPS jangka wakiu
dihitung sejuk tanggal pembubaran oleh RUPS: atau
b dalum hal perseroan dibubarkan berdasarkan penctapan
Pengadilan, juneka wakw dihituneg sejak tanzeal penerapan
pengaditan memperoleh kekuatan hukum ietap.

Avae(2) .
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Avat (4)
Cukup jelas

Pasal 119 :

Ayar(1)
Selama dalam proses likuidasi, Anggaran Dasar perseroan
dengan segala perubahannya yang berlaku pada saal
perseroan berakhir tetap berlaku sampai pada han likuidator
dibebaskan dari tanggungiawab oleh RUPS.

Avat (2)

Cukup jelas
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Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
FPasal 121
Avar (1)
Ketentuan ini hanya berlaku bag kreditor yang tidak
diketahut identitas maupun alamatnya pada saat preses
likuidasi berlangsung
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 122
Cukup jelas
Pisal 123
Cukup jelas
Pasal 124
Cukup jelas
Pasal 125
Cukup jelas
Pasal 126
Cukup jelas
Pasal 127
Pada dasamya terhadap perseroan yang melakukan kegiatan
tertentu di bidang pasar modal berlaku ketentuan dalam Undang-
undang ini. Namun demikian mengingat kegiatan perseroan
tersebut mempunyai sifat tertentu yang berbeda dengan
perseroan pada umumnya, maka perlu dibuka kemungkinan
adanya pengaturan khusus terhadap perseroan tersebut.
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Penzaturan khusus dimaksud antara lain mengenal sistem
penyetoran modal, hal yang berkaitan dengan pembelian kembah
saham perseroan dan hak suara serta penyelenggaraan RUPS
Pasal 128
“ukup jelas
Pazal 129

Cukup jelas
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